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MOTTO 
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ABSTRAK 

Suhadak. 2017, SKRIPSI. Judul: Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn 

Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA 

Kata Kunci : Rahn Tasjily, PSAK 107, PAPSI VII, dan Fatwa DSN MUI  

No.68/DSN-MUI/III/2008. 

 

Pembiayaan rahn tasjily merupakan produk yang banyak digunakan anggota 

serta belum memiliki standar akuntansi yang secara khusus mengaturnya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas transaksi 

pembiayaan rahn tasjily yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang 

kota dengan PSAK 107, PAPSI VII dan kesesuaian penerapan transaksinya 

dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang 

diperoleh selama penelitian dideskripsikan dalam bentuk naratif dengan tiga tahap 

analisis data: (1) reduksi data, (2) model data, (3) penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis 

perlakuan akuntansi dan kesesuaian dengan fatwa DSN pada BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pengakuan dan pengukuran dari 

transaksi ijarahnya sudah sesuai dengan PSAK 107, namun penyajian dan 

pengungkapannya belum sesuai. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas 

transaksi qardh pembiayaan rahn tasjily sudah sesuai dengan PAPSI, namun 

pengungkapannya belum sesuai, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008. 
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ABSTRACT 

Suhadak. 2017, Thesis. Title: An Analysis of Accounting Treatment of Rahn 

tasjily Financing At BMT UGT Sidogiri Branch of Malang 

Supervisor: Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA 

Keywords: Rahn tasjily, PSAK 107, PAPSI VII, and DSN MUI  No.68 / DSN-

MUI / III / 2008. 

 

Rahn tasjily financing is products that many used members and not having 

standard accounting which specifically regulate it. The purpose of this study was 

to describe the accounting treatment for transactions of Rahn tasjily financing that 

was carried out by BMT UGT Sidogiri Malang with PSAK 107, PAPSI VII and 

the appropriateness of the application of the transactions with the DSN MUI 

Fatwa No.68 / DSN-MUI / III / 2008. 

This study used descriptive qualitative method. Data was obtained during 

the research described in narrative form with three stages of data analysis: (1) data 

reduction, (2) data model, (3) conclusion and verification. The information can be 

used as the basis for analyzing the accounting treatment and conformity to DSN 

fatwa at BMT UGT Sidogiri Malang.  

The research results show that, recognition and measurement of ijarah 

transactions were in accordance with PSAK 107, but the presentation and 

disclosure was not appropriate. Recognition, measurement and presentation of the 

transaction of qardh of Rahn tasjily financing were in according with PAPSI, but 

the disclosure was not appropriate, and in accordance with the implementation of 

Fatwa of National Sharia Council of Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/ 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 

 

 المستخلص
. بحث جامعى. العنوان: تحليل المعالجة المحاسبية للتمويل الرىن التسجلى فى بيت المال والتمويل 7102شهداء. 

 مهام العمل المعلم سيدوغيرى فرع مالانج
 المشرفة: ألفى كارتيكا أوكتفيانا، الماجستيرة

  DSN MUI، فتوى PSAK 107 ،PAPSI VIIكلمات الرئيسية: الرىن التسجلى، معايير المحاسبة 
No.68/DSN-MUI/III/2008  

 
 الذي المحاسبة معايير لديهم ليس وأفراد واسع نطاق على يستخدم الذي منتجالرىن التسجلى ىو  تمويل

. وكان الغرض من ىذه الدراسة إلى وصف المعالجة المحاسبية للمعاملات فى تمويل الرىن التحديد وجو على وضعو
و  PSAK 107لبيت المال والتمويل مهام العمل المعلم سيدوغيرى فرع مالانج مع  التسجلى التى تنفيذ

PAPSI VII فتوى  ومدى ملاءمة تطبيق معاملاتها معDSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008   
استخدمت ىذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي. البيانات التي حصلت عليها تصف في سردي مع 

( الاستنتاج والتحقق. ويمكن بعد 3( نموذج البيانات، )7(الحد البيانات، )0بيانات: )ثلاث مراحل فى تحليل ال
فى بيت المال والتمويل مهام  DSN ذلك استخدام ىذه المعلومات كأساس لتحليل المعالجة المحاسبية وفقا لفتوى

 .العمل المعلم سيدوغيرى فرع مالانج
، ولكن العرض 701تتم وفقا لمعايير المحاسبة  الاجارة توأظهرت النتائج أن الاعتًاف والقياس المعاملا

 تمويل الرىن التسجلى يوافقون مع  القرض فى والإفصاح ليس مناسب. الاعتًاف والقياس والعرض لهذه الصفقة
PAPSI ولكن الكشف ليس مناسب، وفقا لتنفيذ الفتوى الهيئة الشرعية الوطنية للمجلس العلماء اندونيسيا ،
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Praktek jasa keuangan yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan 

berkembang dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan 

laporan tahunan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, pada tahun 

2014 tercatat 3.308 unit Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang beroperasi, 

kemudian pada tahun 2015 berkembang menjadi 4.668 unit KJKS dengan 

pertumbuhan aset pada tahun 2014 sebesar 5,43 triliun dan tumbuh menjadi 5,97 

triliun pada tahun 2015 (depkop, 2015). Perkembangan dan pertumbuhan yang 

baik tersebut dialami oleh BMT UGT Sidogiri yang merupakan salah satu 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Indonesia. 

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu BMT yang perkembangannya 

cukup baik, terbukti pada tahun 2014 jumlah unit pelayanan sejumlah 258 unit 

dan pada akhir 2015 berkembang menjadi 273 unit yang terdiri dari cabang utama 

dan cabang pembantu yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia (RAT 

BMT UGT Sidogiri, 2015). BMT UGT Sidogiri juga mengalami pertumbuhan 

aset yang baik, pada Oktober 2016 jumlah asetnya menembus angka Rp2,2 triliun, 

sehingga dapat diperoleh prosetase per oktober dengan tahun dasar tahun 2014, 

pada tahun 2015 meningkat sebesar 34,80% dan tahun 2016 sebesar 68,60% 

(Bakhri, 2016).  

Peningkatan aset tersebut rupanya menarik para anggota untuk semakin 

percaya dan yakin terhadap eksistensi BMT UGT Sidogiri sesuai dengan 
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peningkatan anggotanya, pada tahun 2014 sejumlah 11.602 anggota menjadi 

12.901 anggota pada akhir 2015 (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). Hal tersebut 

didukung dengan beragamnya produk simpanan dan khususnya produk 

pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota sebagai fasilitas menyimpan dan 

memperoleh dana bagi anggota yang membutuhkan dengan produk pembiayaan. 

Produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri memiliki 4 (empat) produk secara 

umum, menurut Sumiyanto (2008) pola pembiayaan BMT secara umum tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan kategori, yaitu: 1) Prinsip bagi hasil (Syirkah), 2) 

Prinsip jual beli, 3) Prinsip sewa, 4) Prinsip jasa. Di mana salah satu produk 

pembiayaan BMT UGT Sidogiri yang ditawarkan kepada anggota adalah produk 

pembiayaan Rahn Tasjily yang merupakan produk dengan prinsip jasa. 

Berdasarkan survei awal peneliti dengan bapak Zainullah (Kepala Accout 

Officer Pembiayaan) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pukul 10.30 WIB, 

menyatakan sebagai berikut: 

“Produk pembiayan yang banyak digunakan oleh anggota di BMT sini 

(BMT UGT Sidogiri) itu pembiayaan rahn tasjily” 
 

Hasil survei tersebut didukung oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan 

akad jasa termasuk akad rahn tasjily yaitu menembus angka Rp.280.943.518.750, 

angka tersebut menempati angka kedua setelah pembiayan yang didasarkan pada 

akad murabah sebesar Rp.713.861.164.076 (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). Hal 

tersebut menunjukkan produk pembiayaan rahn tasjily menjadi salah satu produk 

unggulan yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri, atas dasar tersebut menjadikan 

peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui secara mendalam seputar 

pembiayaan rahn tasjily. 
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Secara umum teknis pelaksanaan pembiayaan Rahn Tasjily yaitu anggota 

pembiayaan menjaminkan barangnya yang disertai dengan bukti kepemilikan 

terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dll. Namun 

hartanya tetap pada kuasa orang yang menjaminkan (Rahin) dan pihak BMT 

(Murtahin) hanya menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman 

sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan 

dari harta yang digadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati antara anggota dan pihak BMT. Transaksi pembiayaan ini didasarkan 

pada aturan umum yang termuat dalam Al-Qur‟an QS. Al-Baqarah ayat 283. 

Pembiayaan Rahn Tasjily tersebut membutuhkan suatu kerangka akuntansi 

yang menyeleruh yang dapat menghasilkan perlakuan akuntansi yang tepat dan 

sesuai. Menurut Mardiasmo (2004) sebgai berikut: 

“Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung    

jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktifitas  

dan kegiatan yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  pihak  pemberi  

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung 

jawaban tersebut”. 

 

Pernyataan tersebut memiliki indikasi pentingnya dalam mengkomunikasikan 

informasi akuntansi secara tepat dengan kualitas yang dapat diandalkan oleh 

pengguna informasi. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi 

misalnya, terutama pembiayaan Rahn Tasjily yang belum memiliki standar secara 

khusus dalam mengaturnya juga harus disesuaikan dengan peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang telah mengaturnya. 

Berdasarkan semakin meningkatnya anggota yang menggunakan produk 

pembiayaan Rahn Tasjily dan tingkat pentingnya dalam mengkomunikasikan 
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informasi, serta belum adanya standar yang mengatur secara khusus terkait 

transaksi pembiayaan rahn tasjily, maka BMT UGT Sidogiri selaku lembaga yang 

menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada penyimpangan 

terhadap aturan yang telah ada, dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan 

akuntansinya dengan dasar standar dan aturan yang ada, agar anggota yang 

menggunakan produk tersebut yakin dengan produk tersebut. 

    Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily sebagai acuan transaksi yang didasarkan 

dengan akad tersebut (DSN-MUI, 2014). PAPSI bagian VII tentang akad 

pinjaman qardh sebagai panduan perlakuan akuntansi dalam transaksi qardh (BI, 

2013), dan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah merupakan panduan dalam 

perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi ijarah (IAI,2009), 

sehingga penerapan DSN No.68 tahun 2008 dan PAPSI bagian VII tentang akad 

pinjaman qardh, serta PSAK 107 tentang akuntansi ijarah sebagai perpaduan 

dalam mengatur pembiayaan Rahn Tasjily.  

Penelitian terdahulu terkait perlakuan gadai syariah sudah banyak 

dilakukan, antara lain oleh Asmitha (2011), Ramadhani (2012), Nisaa (2013), 

Putri (2013), Puspita (2013), Febryana (2014), Wahyono (2015), Maemunah 

(2016) dan Harliansyah (2016) dimana tujuan penelitiannya untuk melihat 

kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan rahn emas dengan 

PSAK 107 yang sebagian besar menunjukkan hasil, semua lembaga yang 

dijadikan obyek penelitian dalam perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan 
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PSAK 107 dan penerepan transaksi tersebut sudah sesuai dengan pedoman Fatwa 

DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 

Penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan terhadap beberapa elemen 

yang terdapat dalam transaksi pembiayaan gadai syariah dan di lembaga 

pegadaian yang dilakukan oleh Soraya (2010) menjelaskan bahwa biaya ijarah 

yang diterapkan tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan, 

fenomena tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 25 tahun 2002, Handayani 

(2012) menjelaskan kesesuaian biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan 

pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107, namun untuk biaya penyusutan, 

biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah 

Muntahiya bi al- Tamlîk masih belum ada karena barang yang digadaikan hanya 

perhiasan emas, Ikhsan (2013) menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri cabang 

Makassar telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dalam perlakuan 

akuntansinya dan telah sesuai dengan penerapan fatwa DSN MUI no 26 tahun 

2002, namun belum sesuai dengan fatwa DSN MUI no 25 tahun 2002.  

Penelitian Triatmono (2014) menjelaskan mengenai perlakuan barang 

jaminan dari transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) unit pembantu cabang 

bulang, Atmaja (2015) menjelaskan bahwa Perum Pegadaian Syariah cabang 

Malang dalam penentuan tarif potongan ijarah sudah sesuai dengan DSN dan 

pengakuan, pengukurannya sesuai dengan PSAK 107, namun penyajian dan 

pengungkapan tidak dilakukan, Priliana dan Hisamuddin (2015) menjelaskan 

bahwa penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah cabang Jember telah sesuai 

dengan PSAK 107, dan pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, 
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namun terdapat perbedaan dalam pengakuannya, dan Riwayani (2015) 

menjelaskan kesesuaian hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 dan hukum rahn tasjily menurut fatwa Nomor 68/DSN-

MUI/III/2008 serta membandingkan hukum antara jaminan fidusia dan rahn  

tasjily berdasarkan aturan masing-masing. Namun sampai dengan saat ini 

penelitian tentang rahn tasjily terbatas pada kesesuaian dengan aturan yang ada.     

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait 

perlakuan akuntansi pembiayaan rahn tasjily, semakin meningkatnya anggota 

yang menggunakan produk pembiayaan Rahn Tasjily, dan belum adanya standar 

yang mengatur secara khusus terkait transaksi pembiayaan rahn tasjily,, maka 

perlu sekiranya dilakukan penelitian terkait perlakuan akuntansi dan kesesuaian 

dengan fatwa DSN MUI pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota yang 

merupakan salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang cukup besar di wilayah 

Malang, karena menaungi beberapa cabang pembantunya seperti: cabang 

pembantu Wonokerto, Kepanjen, pagak, Donomulyo, Pujon, Blimbing, dan 

Karang ploso (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015), dan mengingat praktek 

pembiayaan rahn tasjily masih jarang dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan 

syariah seperti perbankan di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn 

Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan Rahn Tasjily yang diterapkan oleh 

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan PAPSI bagian VII 

tentang akad pinjaman qardh dan PSAK 107 tentang akuntasi ijarah ? 

2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan Rahn Tasjily yang diterapkan oleh BMT 

UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI 

No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan Rahn Tasjily pada 

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan PAPSI bagian VII 

tentang akad pinjaman qardh dan PSAK 107 tentang akuntasi ijarah. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan Rahn Tasjily pada BMT UGT 

Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Bisa menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam 

bidang ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai akuntansi syariah dalam 

aspek pembiayaan syariah pada lembaga keungan mikro syariah. 

2. Bagi Lembaga Akademisi 

Bisa menjadi referansi dalam mempelajari dan memahami penerapan 

ekonomi syariah khususnya akuntansi syariah baik secara teori maupun secara 

praktek. 

3. Bagi Masyarakat  

Dapat menambah pemahaman masyarakat dalam mengenal praktek 

ekonomi syariah pada lembaga keungan mikro syariah khusunya di bidang 

akuntansi syariah pada Baitul maal Wa Tamwil. Sehingga bisa dijadikan 

alternatif dalam menggunakan produk dan proses transaksi berbasis syariah 

pada lembaga keuangan mikro syariah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Ringkasan Penelitian terdahulu 

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian 

perlakuan akuntansi rahn tasjily sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan 

bagi peneliti seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Laili 

Soraya 

(2010) 

 Penerapan 

Penentuan biaya 

Ijarah dalam 

Sistem Gadai 

Syariah di 

Perum 

Pegadaian 

Syariah 

Pekalongan 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

 Hasil Penelitian ini adalah ditemukan 

fenomena bahwa biaya Ijarah yang 

diterapkan perum pegadaian terhadap 

nasabah tidak sama tergantung dari 

besarnya jumlah pinjaman yang 

diberikan, padahal menurut fatwa DSN 

No. 25 tahun 2002 gadai syariah 

memungut biaya ijarah (biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan 

Marhun) bukan dari besarnya jumlah 

pinjaman, tetapi dari nilai barang 

jaminan yang digadaikan. 

2 
 Asmitha 

(2011) 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

PT. Bank BRI 

Syariah, Tbk., 

Cabang 

Makassar 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Komparatif  

Hasil Penelitian yaitu perlakuan 

akuntansi yang menyangkut pengakuan 

dan pengukuran, pengakuan pendapatan, 

penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan pembiayaan gadai syariah 

pada BRI Syariah berpedoman pada 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia No.26/DSN-

MUI/III/2002 dengan akad pendamping 

yaitu akad ijarah (PSAK No.107)  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

3 

 Sri 

handayani 

(2012) 

Pengakuan dan 

Pengukuran 

Pendapatan 

Akuntansi 

Ijarah Menurut 

Psak No 107 di 

Pegadaian 

Pamekasan 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif  

 Hasil Penelitian meliputi: 

1. Sebagian besar hanya barang 

perhiasan emas saja sehingga 

tidak ada biaya pemeliharaan 

tetapi hanya biaya penyimpanan 

dengan menggunakan akad 

ijârah 

2. Perlakuan akuntansi menurut 

PSAK 107 dalam hal biaya 

perolehan, pendapatan sewa, 

penyajian dan pengungkapan 

sudah memenuhinya, sedangkan 

biaya penyusutan, biaya 

perbaikan dan perpindahan 

kepemilikan objek ijârah dalam 

ijârah Muntahiya bi al- Tamlîk 

masih belum ada karena barang 

yang digadaikan hanya 

perhiasan emas. 

3. Adanya pengaruh pengakuan 

dan pengukuran pendapatan 

terhadap laba perusahaan 

 

4 

 Nur 

Amaliah 

Ramadhani 

(2012) 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

Pt. Bank BNI 

Syariah, Tbk. 

Cabang 

Makassar 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian meliputi: 

1. PT. Bank BNI Syariah telah 

menjalangkan pedoman 

akuntansi PSAK 107, dan telah 

sesuai dengan penerapan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia 

No.26/DSN-MUI/III/2002 

2.  Tingkat pengembalian 

keuntungan dari pendapatan 

pembiayaan gadai syariah (rahn) 

untuk tahun 2010 ke tahun 2011 

mengalami peningkatan. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

5 

 R. Utari 

Nur 

Khoerun 

Nisaa 

(2013) 

 Analisis 

Penerapan 

Penentuan dan 

Perlakuan 

Akuntansi 

Biaya Ijarah 

dalam Rahn 

Emas (Studi 

Fenemonologi 

pada 

Pembiayaan 

Mitra Emas di 

Bank BJB 

Syariah) 

 Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

deskriptuf 

dengan 

pendektan 

fenomenologi 

Hasil Penelitian meliputi: 

1. Produk Rahn emas di Bank BJB 

Syariah menggunakan tiga akad 

(akad Qard, rahn, dan Ijarah) 

2. Biaya ijarah ditentukan 

berdasarkan berat emas yang 

digadaikan dan lama gadainya 

(tarif ijarah x lama gadai) 

3. Perlakuan akuntansi mengacu 

pada PSAK 107 

4. Penentuan biaya ijarah di Bank 

BJB Syariah sudah sesuai 

dengan pedoman dan Fatwa 

DSN MUI no. 26 yaitu bukan 

berdasarkan jumlah pinjaman 

nasabah, dan 

5. Perlakuan akunatnsi terhadap 

biaya ijarahnya tidak semua 

mengacu pada PSAK 107, 

hanya pengakuan 

pendaoatannya saja 

6 
 Ikhsan 

(2013) 

Perlakuan 

Akuntansi Atas 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

(Ar-rahn) Oleh 

Pemegang 

Gadai 

(Murtahin) Pada 

PT. Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang 

Makassar  

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil Penelitiannya yaitu PT.Bank 

Syariah Mandiri telah menjalankan 

pedoman akuntansi PSAK 107 dan 

telah sesuai dengan penerapan 

fatwa DSN MUI no 26 tahun 2002, 

namun belum sesuai dengan fatwa 

DSN MUI no 25 tahun 2002 dan 

syariah islam (Al Quran dan Al 

Hadits) 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

7 
 Ira Ikasa 

Putri (2013) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

(Rahn) Pada 

PT. Bank 

Syariah 

Mandiri, Tbk. 

Cabang 

Pontianak 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif  

 Hasil penelitian ini adalah PT. 

Bank Syariah Mandiri telah 

menjalankan pedoman akuntansi 

PSAK 107, dan telah sesuai dengan 

penerapan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.26/DSN-MUI/III/2002. 

8 

 Safira Tri 

Puspita 

(2013)  

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Produk Gadai 

Emas Syariah 

PT Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa 

Timur Cabang 

Syariah Di 

Surabaya 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Studi Kasus 

 Hasil dari penelitian ini adalah 

beberapa hal yangtidak sesuai dan 

sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional tentang Rahn dan 

Rahn emas serta perlakuan 

akuntansi gadai emas syariah yang 

telah sesuai dengan PSAK 107. 

9 

Atika Ayu 

Febryana 

(2014) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Sistem 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

(Ar-Rahn) 

(studi Kasus 

Pada PT Bank 

Syariah 

Mandiri, TBK 

Cabang Utama 

Warung Buncit, 

Jakarta Selatan) 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Studi Kasus 

 Hasil Penelitian ini yaitu Perlakuan 

akuntansi produk pembiayaan gadai 

emas BSM telah sesuai dengan 

PSAK 107, sedangkan praktek 

operasional produk pembiayaan 

gadai emas BSM secara 

keseluruhan telah sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia berupa 

Surat Edaran no. 14/7/DPbs/2012 

tetapi belum Sepenuhnya sesuai 

dengan Fatwa DSN no 26 tahun 

2002 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

10 

 Yogie 

Sugianto 

Triatmono 

(2014) 

 Perlakuan 

Akuntansi 

Barang Jaminan 

Pada PT. 

Pegadaian 

(Persero) Unit 

Pembantu 

Cabang Bulang 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian meliputi: 

1. Perlakuan akuntansi barang 

jaminan yang diterapkan oleh PT. 

Pegadaian (Persero) Unit Pembantu 

Cabang Bulang sudah sesuai 

dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku umum.  

2. Barang jaminan yang diakui oleh 

PT. Pegadaian Unit Pembantu 

Cabang Bulang dibedakan menjadi 

dua yaitu Barang Lelang Milik 

Perusahaan (BLP) dan Barang 

Jaminan yang Disisihkan (AYD). 

Keduanya dimasukkan dalam 

kelompok aset lain-lain  

3. Barang Lelang Milik Perusahaan 

(BLP) dicatat sebesar harga 

perolehannya (uang pinjaman + 

sewa modal + Bea Lelang Penjual/ 

Pembeli 2%) dan diakui pada saat 

pembelian barang tersebut oleh 

pihak pegadaian (akrual basis) 

4. BLP disajikan ke dalam laporan 

posisi keuangan (neraca) sebesar 

harga perolehan, dan  

5. Barang Jaminan yang disisihkan 

(AYD) juga dicatat oleh pihak 

pegadaian sebesar harga 

perolehannya yaitu sebesar uang 

pinjaman ditambah sewa modal 

tanpa ditambahkan dengan Bea 

lelang 2%. AYD disajikan ke 

dalam laporan posisi keuangan 

(neraca) masuk dalam kelompok 

aset lain-lain sebesar harga 

perolehan 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

11 

 Kartika 

Chandra 

Priliana dan 

Nur 

Hisamuddin 

(2015) 

Analisis 

Penerapan 

Akuntansi 

Gadai Syariah 

(Rahn) Pada 

Pegadaian 

Syariah Cabang 

Jember 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

 Hasil penelitiannya meliputi: 

1. Penerapan akuntansi rahn di 

Pegadaian Syariah Cabang 

Jember telah sesuai dengan 

PSAK 107 untuk produk gadai 

syariah (rahn). Namun ada 

perbedaan dalam pengakuan, 

dan 

2. Produk pembiayaan MULIA 

juga telah sesuai dengan PSAK 

102, namun juga terdapat 

perbedaan dalam pengakuannya  

3. Terdapat perbedaan pengakuan 

atas emas yang menjadi obyek 

dari pembiayaan MULIA 

12 

 Renaldi Tri 

Wahyono 

(2015) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Gadai Syariah 

Pada PT. BRI 

Syariah Cabang 

Pontianak 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Komparatif 

 Hasil penelitian ini adalah 

perlakuan akuntansi yang 

menyangkut pengakuan dan 

pengukuran pembiayaan, 

pengakuan pendapatan dan beban, 

serta penyajian dan pengungkapan 

laporan keuangan pembiayaan 

gadai syariah pada BRISyariah 

telah sesuai dengan PSAK No.107 

dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia 

No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta 

pendekatan analisis kelayakan yang 

diterapkan oleh BRISyariah 

mengacu pada pendekatan jaminan. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

13 

 Nur 

Kholis 

Kusuma 

Atmaja 

(2015) 

 Analisis Penentuan 

Tarif Potongan Ijarah 

dan Perlakuan 

Akuntansi atas 

pembiayaan ijarah 

oleh Perum Pegadaian 

Syariah Cabang 

Malang 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

 Hasil Penelitian meliputi: 

1. Penentuan tarif potongan 

ijarah yang diterapkan oleh 

kantor pegadaian Syariah 

cabang Landungsari sesuai 

dengan fatwa DSN 

2. Penentuan diskon  ijarah oleh 

pihak kantor pegadaian 

syariah tidak menyalahi 

ketentuan dalam bermuamalat 

3. Perlakuan akuntansi 

pembiayaan ijarah pihak 

pegadaian syariah cabang 

landungsari tidak melakukan 

penyajian dan pengungkapan 

dalam laporan keuangan 

terkait transaksi yang terjadi 

di kantor pegadaian syariah 

cabang landungsari, dan 

4. Pengakuan dan pengukuran 

dalam jurnal transaksi yang 

dilakukan oleh kantor 

pegadaian syariah cabang 

Landungsari sesuai dengan 

PSAK 107. 

14 

Tri Ayu 

Riwayani 

(2015) 

Perbandingan  Hukum 

Jaminan  Fidusia  

Menurut  

Undang- 

Undang N 

omor 42 Tahun 1999 

Dengan Hukum 

Rahn Tasjily 

Menurut Fatwa 

Nomor  

68/DSN-MUI/III/2008 

Penelitian 

hukum 

normatif 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

komparatif 

Hasil Penelitiaannya adalah 

Perjanjian yang terjadi dalam 

jaminan fidusia disebut 

perjanjian Accesoir (perjanjian 

tambahan) bukanlah perjanjian 

pokok dari suatu perjanjian utang 

piutang, untuk memenuhi prestasi 

diantara para pihak, maka 

jaminan fidusia wajib didaftarkan 

ke Kantor Pendaftaran fidusia. 

Sedangkan substansi dari rahn 

tasjily pihak rahin mengikatkan  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

 

 

   

perjanjian kepada pihak murtahin, 

yang  dinamakan dengan perjanjian 

rahn  tasjily dengan menggunakan  

akad  utang  piutang  yang  disertai  

dengan sebuah agunan/jaminan  

berupa barang bukti kepemilikan 

diserahkan kepada pihak murtahin 

dan perbedaan  antara  jaminan 

fidusia dengan rahn  tasjily dapat  

dilihat  dari  segi  pemeliharaan  

benda. 

15 
Mumun 

Maemunah 

(2016) 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Gadai Emas 

Syariah Pada 

Bank Bjb 

Syariah Kantor 

Cabang 

Pembantu 

Karawang 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil Penlitian meliputi: 

1. Perlakuan Akuntansi 

pembiayaan gadai emas syariah 

pada Bank BJB Syariah telah 

sesuai dengan PSAK 107 

2. Pembiayaan gadai emas syariah 

pada Bank BJB Syariah telah 

sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No. 26/DSN-

MUI/III/2002, 

16 
 M. Nur 

Harliansyah 

(2016) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Gadai Syariah 

Pada Pt. Bank 

Kalbar Syariah 

 Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitiannya yaitu PT. Bank 

Kalbar Syariah telah menjalankan 

pedoman akuntansi PSAK 107, dan 

telah sesuai dengan penerapan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia 

No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta 

Tingkat pengembalian keuntungan 

dari pendapatan pembiayaan gadai 

syariah (rahn) untuk tahun 2012 ke 

tahun 2014 mengalami 

peningkatan. 
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Penelitian di atas sebagian besar menjelaskan tentang kesesuaian transaksi 

pembiayan rahn emas, dilihat dari segi perlakuan akuntansi yang didasarkan pada 

PSAK 107 dan kesesuaian penerapannya sesuai dengan No.26/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn Emas, namun ada sebagian penelitian yang fokus terhadap 

pembahasan tertentu dari transaksi gadai, baik gadai syariah maupun gadai 

konvesional, seperti: penentuan biaya ijarah dari transaksi gadai syariah dan 

perlakuan akuntansinya, perlakuan akuntansi barang jaminan, penentuan tarif 

potongan ijarah dan perlakuan akuntansinya. 

 

2.1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait 

dengan penelitian perlakuan akuntansi rahn tasjily sebagai bahan perbandingan 

pembeda dan persamaan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah adalah: 

Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

1 

Laili 

Soraya 

(2010) 

 Penerapan 

Penentuan biaya 

Ijarah dalam 

Sistem Gadai 

Syariah di Perum 

Pegadaian 

Syariah 

Pekalongan 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 25 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

penentuan biaya ijarah, 

dan  

4. Obyek penelitian pada 

Perum Pegadaian Syariah 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

2 
 Asmitha 

(2011) 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

PT. Bank BRI 

Syariah, Tbk., 

Cabang Makassar 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

perlakuan akuntansi rahn 

Emas 

4. Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif 

Komparatif, dan  

5. Obyek penelitian pada 

PT. Bank BRI Syariah, 

Tbk., Cabang Makassar 

 

Menggunakan 

PSAK 107 tentang 

ijarah  dasar 

perlakuan 

akuntansi 

3 

 Sri 

handayani 

(2012) 

Pengakuan dan 

Pengukuran 

Pendapatan 

Akuntansi Ijarah 

Menurut Psak No 

107 di Pegadaian 

Pamekasan 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Fokus penelitian pada 

Pengakuan dan 

Pengukuran Pendapatan 

Akuntansi Ijarah, dan 

3. Obyek penelitian pada 

Pegadaian Pamekasan 

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2.  Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

4 

 Nur 

Amaliah 

Ramadhani 

(2012) 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

PT. Bank BNI 

Syariah, Tbk. 

Cabang Makassar 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

perlakuan kauntansi pada 

gadai syariah 

4. Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif 

5. Obyek penelitian pada 

PT. Bank BNI Syariah, 

Tbk. Cabang Makassar 

Menggunakan 

PSAK 107 tentang 

ijarah  dasar 

Perlakuan 

akuntansi 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

5 

 R. Utari 

Nur 

Khoerun 

Nisaa 

(2013) 

 Analisis 

Penerapan 

Penentuan dan 

Perlakuan 

Akuntansi Biaya 

Ijarah dalam Rahn 

Emas (Studi 

Fenemonologi 

pada Pembiayaan 

Mitra Emas di 

Bank BJB Syariah) 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Penerapan Penentuan 

dan Perlakuan 

Akuntansi Biaya Ijarah 

dalam Rahn Emas 

4. Obyek penelitian pada 

Bank BJB Syariah  

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi 

2. Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

deskriptuf 

dengan 

pendektan 

fenomenologi 

6 
 Ikhsan 

(2013) 

Perlakuan 

Akuntansi Atas 

Pembiayaan Gadai 

Syariah (Ar-rahn) 

Oleh Pemegang 

Gadai (Murtahin) 

Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang Makassar  

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 25 dan 26 

tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Atas Pembiayaan Gadai 

Syariah (Ar-rahn) 

4. Obyek penelitian pada 

PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Makassar  

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

7 
 Ira Ikasa 

Putri (2013) 

 Analisis Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan Gadai 

Syariah (Rahn) 

Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri, 

Tbk. Cabang 

Pontianak 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Atas Pembiayaan Gadai 

Syariah  

4. Obyek penelitian pada 

PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk. Cabang 

Pontianak  

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

8 

 Safira Tri 

Puspita 

(2013)  

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Produk Gadai 

Emas Syariah PT 

Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa 

Timur Cabang 

Syariah Di 

Surabaya 

1.  Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 25 dan 26 tahun 

2002 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Pembiayaan Produk 

Gadai Emas Syariah 

4. Obyek penelitian pada 

PT Bank pembangunan 

Daerah Jawa Timur 

Cabang Syariah Di 

Surabaya  

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

9 

 Atika Ayu 

Febryana 

(2014) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi Sistem 

Pembiayaan 

Gadai Syariah 

(Ar-Rahn) (studi 

Kasus Pada PT 

Bank Syariah 

Mandiri, TBK 

Cabang Utama 

Warung Buncit, 

Jakarta Selatan) 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 26 tahun 2002 

dan peraturan Bank 

Indonesia berupa Surat 

Edaran no. 

14/7/DPbs/2012 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Pembiayaan Produk 

Gadai Emas Syariah 

4. Obyek penelitian Pada 

PT Bank Syariah 

Mandiri, TBK Cabang 

Utama Warung Buncit, 

Jakarta Selatan) 

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

10 

 Yogie 

Sugianto 

Triatmono 

(2014) 

 Perlakuan 

Akuntansi 

Barang Jaminan 

Pada PT. 

Pegadaian 

(Persero) Unit 

Pembantu 

Cabang Bulang 

1. Pada transaksi 

pembiayaan gadai 

2. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Barang Jaminan  

3. Obyek penelitian pada 

PT. Pegadaian (Persero) 

Unit Pembantu Cabang 

Bulang 

4. Menggunakan PSAK 31 

tahun 2012 tentang 

agunan (jaminan) 

Metode Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif  

 

11 

 Kartika 

Chandra 

Priliana dan 

Nur 

Hisamuddin 

(2015) 

Analisis 

Penerapan 

Akuntansi Gadai 

Syariah (Rahn) 

Pada Pegadaian 

Syariah Cabang 

Jember 

1.  Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 04 tahun 2000, 

DSN no.  25 dan 26 

tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Penerapan Akuntansi 

Gadai Syariah (Rahn) 

4. Obyek penelitian pada 

Pegadaian Syariah 

Cabang Jember 

5. Menggunakan PSAK 

102 tentang murabahah  

dasar Perlakuan 

akuntansi pembiayaan 

MULIA 

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

 



22 
 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

12 

 Renaldi 

Tri 

Wahyono 

(2015) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi Gadai 

Syariah Pada PT. 

BRI Syariah 

Cabang Pontianak 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa DSN 

no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi Atas 

Pembiayaan Gadai 

Syariah  

4. Obyek penelitian pada 

PT. BRI Syariah Cabang 

Pontianak PT. BRI 

Syariah Cabang 

Pontianak  

5. MetodePenelitian 

Deskriptif Kualitatif 

Komparatif 

 Menggunakan 

PSAK 107 tentang 

ijarah  dasar 

Perlakuan 

akuntansi 

13 

 Nur 

Kholis 

Kusuma 

Atmaja 

(2015) 

 Analisis 

Penentuan Tarif 

Potongan Ijarah 

dan Perlakuan 

Akuntansi atas 

pembiayaan 

ijarah oleh Perum 

Pegadaian 

Syariah Cabang 

Malang 

1. Pada transaksi 

pembiayaan ijarah 

2. Menggunakan fatwa DSN 

no. 23  tahun 2002 dan 

DSN no. 46 tahun 2005 

3. Fokus penelitian pada 

Penentuan Tarif Potongan 

Ijarah dan Perlakuan 

Akuntansi atas 

pembiayaan ijarah 

4. Obyek penelitian pada 

Perum Pegadaian Syariah 

Cabang Malang  

 

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif. 

 

 

 



23 
 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

14 

Tri Ayu 

Riwayani 

(2015) 

Perbandingan  

Hukum Jaminan  

Fidusia  Menurut 

Undang-Undang 

Nomor  42 Tahun 

1999 Dengan 

Hukum 

Rahn Tasjily 

Menurut Fatwa 

Nomor 68/DSN-

MUI/III/2008 

1. Fokus penelitian terhadap 

kajian hukum dan 

perbandingan hukumnya 

antara jaminan fidusia 

dan rahn tasjily 

2. Penelitian hukum 

normatif dengan 

menggunakan pendekatan 

komparatif 

Fatwa Nomor 

68/DSN-

MUI/III/2008 

tentang rahn tasjily 

15 

Mumun 

Maemunah 

(2016) 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi Gadai 

Emas Syariah 

Pada Bank Bjb 

Syariah Kantor 

Cabang 

Pembantu 

Karawang 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa DSN 

no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Pembiayaan Produk 

Gadai Emas Syariah 

4. Obyek penelitian pada 

Bank Bjb Syariah Kantor 

Cabang Pembantu 

Karawang Cabang 

Syariah Di Surabaya  

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

16 

 M. Nur 

Harliansyah 

(2016) 

 Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi Gadai 

Syariah Pada PT. 

Bank Kalbar 

Syariah 

1. Pada transaksi 

pembiayaan rahn emas 

2. Menggunakan fatwa 

DSN no. 26 tahun 2002 

3. Fokus penelitian pada 

Perlakuan Akuntansi 

Gadai Syariah 

4. Obyek penelitian pada 

PT. Bank Kalbar Syariah 

1. Menggunakan 

PSAK 107 

tentang ijarah  

dasar Perlakuan 

akuntansi, dan 

2. Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 
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Tabel diatas menunjukkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu, dimana sebagaian besar dari penelitian terdahulu tentang pembiayaan 

rahn emas, obyek yang digunakan bank syariah, pegadaian, dan pegadaian syariah 

serta aturan yang digunakan sebagian besar menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 

25 dan No. 25. Namun terdapat penelitian tentang rahn tasjily terbatas pada 

tinjaun hukum. 

 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Kajian Teori Tentang Rahn Tasjily 

2.2.1.1 Pengertian Rahn Tasjily 

Secara umum pengertian rahn tasjily mengacu pada akad dasar akad 

rahn secara umum. Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-

habs yaitu penetapan dan penahanan (Suhendi, 2013). Ada pula yang 

menjelaskan, bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat (Sahrani dan Abdullah, 

2011). Sedangkan istilah/terminologi, menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah 

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut  ajaran Islam sebagai 

jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau 

mengambil sebagian manfaat barang itu (Wangsawidjaja, 2012). Gadai (rahn) 

juga dapat diartikan sebagai suatu barang yang dijadikan peneguhan atau 

penguat kepercayaan dalam utang piutang (Suhendi, 2010).  

Adapun pengertian menurut Sutedi (2011) gadai (ar-rahn) adalah suatu 

sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan yang satu 

menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman 

terhadap orang yang menerima gadai, secara tegas rahn adalah memberikan 
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suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala 

salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan 

waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara 

keduanya, agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang 

dipinjamnya. 

Selain pengertian gadai (ar-rahn) yang dikemukakan di atas, terdapat 

pengertian ar-rahn yang diberikan para ahli hukum islam sebagai berikut (Ali, 

2008): 

a. Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan sebagai berikut: 

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang 

dipenuhi dari harganya, bila yang beutang tidak sanggup membayar 

uatangnya”. 

 

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: 

“suatu benda yang dijadikan kepervayaan suatu utang, untuk dipenuhi 

dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”. 

 

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: 

“sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari 

pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (megikat)”. 

 

d. Ahmad Azhar Basyir 

“Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan 

utang atau nebjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ 

sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan tanggungan utang 

seluruh atau sebagian utang dapat diterima”. 

 

Berdasarkan pengertian gadai dari kalangan ulama ahli hukum islam 

dapat disimpulkan bahwa gadai (ar-rahn) adalah menahan barang jaminan 

yang bersifat materi milik si pemilik (Rahin) sebagai jaminan atas pinjaman 

yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh 
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jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang 

jaminan, apabila pemilik tidak dapat membayar utang dalam waktu yang 

ditentukan. 

Pengertian di atas merupakan pengertian ar-rahn secara umum. 

Sedangkan pengertian rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas 

utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin 

(DSN-MUI, 2014).  

 

2.2.1.2 Rukun, Syarat dan Ketentuan Rahn Tasjily 

Dalam setiap menjalankan aktivitas muamalah untuk setiap akad yang 

digunakan haruslah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang digunakan 

tersebut, agar secara syara‟ bisa dikatakan sah. Rahn tasjily merupakan salah 

satu akad muamalah dalam aktivitas ekonomi yang juga harus memenuhi rukun 

dan syarat tersebut, namun karena rahn tasjily salah satu jenis dari rahn secara 

umum, maka syarat dan rukun menganut kepada rukun rahn secara umum. 

Adapun rukun rahn ulama fiqh berbeda pendapat dalam menntukannya, 

meurut jumhur ulama, rukun rahn ada 4 (empat), yaitu (Sutedi, 2011): 

1. Shigat (lafadz ijab dan qabul) 

2. Orang yang berakad (Rahin dan Murtahin) 

3. Harta yang dijadikan marhun 

4. Utang (Marhun bih) 
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Adapun syarat sah dari akad  rahn  yang menjadi dasar akad jenis rahn 

lainnya seperti rahn tasjily, meliputi (Sudarsono, 2007): 

1. Rahin dan Murtahin 

Pihak-pihak yang melakukan akad rahn, yakni rahin dan murtahin 

harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. 

Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi 

pemilikan. 

2. Shigat 

a. Shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu 

waktu di masa depan. 

b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti 

halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau 

dengan waktu di masa depan. 

3. Marhun bih (utang) 

a. Harus merupakan hak yag wajib diberikan/diserahkan kepada 

pemiliknya. 

b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa 

dimanfaatkan, maka tidak sah. 

c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat 

diukur atau tidak dikualifikasikan rahn itu tidak sah. 

4. Marhun (Barang) 

Aturan pokok dalam Madzhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa 

gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam 
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harga pada semua macam hual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) 

dan poko modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian 

itu, karena pada sharf disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling 

menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya. 

Menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, barang yang digadaikan itu 

memiliki tiga syarat: Pertama, berupa utang, karena barang nyata itu tidak 

digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat 

digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu 

yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. Ketiga, 

mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak 

menjadi wajib, seperti gadai dalam kitabah. 

Kententuan-ketentuan umum akad rahn, adalah sebagai berikut (DSN-

MUI, 2014): 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 

barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
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4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan Marhun 

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban Rahin. 

Penjelasan berkaitan dengan rukun, syarat sah dan ketentuan umum akad 

rahn secara umum diatas berlaku juga terhadap rahn tasjily (DSN-MUI, 2014), 

namum akad rahn tasjily dijelaskan secara detail yang akan berkaitan dengan 

penjelasan di atas dalam ketentuan khusus. Bahwa pinjaman dengan 

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily 

dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (DSN-MUI,2014): 

1. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin. 

2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 

sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan 

apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun 
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dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke 

pihak lain sesuai prinsip syariah. 

3. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang 

tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 

4.  Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai 

kesepakatan. 

5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh 

rahin. 

6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. 

7. Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 (lima) tersebut didasarkan 

pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah. 

8. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin 

. 

2.2.1.3 Dasar Hukum Rahn Tasjily 

Dasar hukum rahn tasjily bersumber dari beberapa dasar hukum rahn 

secara umum yang terdapat dalam beberapa rujukan meliputi ayat-ayat Al-

Qur‟an, Hadits, Ijma‟ ulama, kaidah fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan secara khusus yang mengatur rahn 

tasjily, yaitu sebagai berikut: 
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2.2.1.3.1 Al-Qur‟an 

Dasar hukum Al-Quran mejadikan rujukan pertama kali sebagai dasar 

aturan umat islam di dunia, pada Al-Qur‟an surat Al-Baqarah (2): 283 

merupakan dasar yang berkaitan dengan akad gadai syariah (ar-rahn) 

yaitu.  

قْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضاً فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِ  ي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولََْ تََِدُواْ كَاتبِاً فَرىَِانٌ مَّ

هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّوُ آثٌِِ قَ لْبُوُ وَاللّوُ بِاَ اؤْتمُِنَ أمََانَ تَوُ وَلْيَتَّقِ اللّوَ رَبَّوُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّ 

 تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ 

 “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 

dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. 

Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang 

siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283) 

  

Dengan mencermati surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat 

dikatakan bahwa muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak 

terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahn dalam 

kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah 

(Sutedi, 2011). 

Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur‟an 

di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila 

seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai 
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jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang 

kepada orang yang berpiutang (rahn) (Ali, 2008).  

Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis juga mengungkapkan bahwa rahn 

dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan 

perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam 

sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang 

menjadi saksi terhadapnya. Bahkan „Ali As-Sayis menganggap bahwa 

dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang 

bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, 

penerima gadai (Murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang 

jaminan (Marhun) dari pemberi gadai (Rahin), dengan alasan bahwa ia 

meyakini pemberi gadai (Rahin) tidak akan menghindar dari 

kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk 

menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu 

pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-

piutang (Ali, 2008). 

 

2.2.1.3.2 Hadits Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat 

rumusan gadai syariah (ar-rahn) adalah hadits Nabi Muhammad saw yang 

antara lain diungkapkan sebagai berikut (Ali, 2008): 

a. Hadits „Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang 

artinya: 

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali 

dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada 
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kami Isa bin Yunus bin „Amasy dari Ibrahim dai Aswad dari 

„Aisyah berkata: Bahwasannya Rasulullah saw. Membeli makanan 

dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. 

Muslim) 

 

b. Hadits dari Anas bin Malik ra., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 

yang artinya: 

“Telah meriwayatkan kepada kami Nahsr bin Ali Al-Jahdhami, 

ayahku telah meriwaytakan kepadaku, meriwayatkan kepada kami 

Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. 

menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah 

dan menukarnya degan gandum untuk keluarganya”. (HR. Ibnu 

Majah)    

 

c. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 

yang artinya: 

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, 

mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan 

kepada kami Zakariyah dari Sya‟bi dari Abu Hurairah, dari Nabi 

saw., bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan 

dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila 

digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah memberikan 

nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”(HR. 

Al-Bukhari) 

 

d. Hadits riwayat Abu Hurairah ra., yang artinya: 

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang 

menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”. (HR. Asy-Syafi‟i dan 

Ad-Daruquthni) 
 

2.2.1.3.3 Ijma‟ Ulama‟ 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal 

dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

Yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi 

Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya 
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bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, 

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak 

mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti 

ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka 

(Ali, 2008). 

 

2.2.1.3.4 Kaidah Fiqih 

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam akad rahn tasjily  adalah 

kaidah fiqih yang menjadi salah satu acuan dalam bermuamalah, yaitu 

sebagai berikut (DSN-MUI, 2014): 

a. Kaidah fiqih pertama yang digunakn dasar dalam transaksi yang 

menggunakan akan rahn tasjily , yaitu yang artinya: 

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”. 
 

b. Kaidah fiqih ketiga yang digunakan dasar dalam transaksi yang 

menggunakan akan rahn tasjily , yaitu yang artinya: 

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan 

sesuatu yang berlaku berdasarkan syara‟(selama tidak 

bertentangan dengan syari‟at.” 
 

2.2.1.3.5 Fatwa DSN MUI 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) NO: 68/DSN-MUI/III2008 menjadi dasar rujukan secara khusus 

berkenaan dengan rahn tasjily, dengan menimbang beberapa aspek, antara 

lain (DSN-MUI, 2014): 

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau 
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transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan 

jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan 

digunakan oleh pihak berutang. 

b. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan 

eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika 

terjadi wanprestasi. 

c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman. 

Pertimbangan DSN-MUI diatas berkaitan dengan akad rahn tasjily 

dengan mengeluarkan fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008 menjadi dasar 

bolehnya akad ini digunakan dalam setiap lembaga keuangan khususnya 

lembaga keuangan mikro syariah/ Baitul Maal wat Tamwil (BMT). 

 

2.2.1.4 Manfaat dan Tujuan Rahn Secara Umum 

Manfaat yang dapat diambil oleh lembaga keuangan syariah dari prinsip 

rahn adalah sebagai berikut (Muliadi, 2012): 

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan 

fasilitas pembiayaan yang diberikan bank 

2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito 

bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar 

janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank. 
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3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan 

sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-

daerah. 

Adapaun tujuan akad rahn adalah sebagai tautsiq atau memperkokoh 

kepercayaan, secara lengkap, akad dibagi lima berdasarkan tujuannya, yaitu 

(Ria, 2012): 

1. Bertujuan tamlik, seperti jual beli 

2. Bertujuan mengadaakan usaha bersama, seperti syirkah 

3. Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan), seperti rahn dan kafalah 

4. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah 

5. Bertujuan pengadaan pemeliharaan, seperti wadi‟ah 

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan akad dapat dijelaskan bahwa 

tujuan dari transaksi rahn adalah sebagai memperkokoh kepercayaan pihak 

penerima gadai untuk percaya bahwa anggota pembiayaan akan melunasi 

pinjaman yang sudah diberikan di awal oleh penerima gadai, sehingga pihak 

pemberi gadai akan terjaga dari kemungkinan lalai dan bermain-main dengan 

pinjaman yang sudah diberikan. 

 

2.2.1.5 Aplikasi Rahn Tasjily dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

Rahn tasjily dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi produk yang 

berbasis jasa, yang mana dalam BMT tidak dikenal dengan bunga. Maka dasar 

BMT dari transaksi tersebut  memungut dari anggota dengan dasar biaya 

penjagaan yang dilakukan BMT atas bukti kepemilikan dari Marhun yang 

digadaikan oleh Rahin berdasarkan akad ijarah. Dalam memperjelas tentang 
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aplikasi akad tersebut akad dijelaskan melalui skema rahn secara umum, 

berikut skema tentang rahn: 

Gambar 2. 1 

Skema Rahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Sumber: Antonio (2001) 

 

Skema di atas menjelaskan bahwa Rahin (anggota) memiliki sebuah 

Marhun (jaminan) yang akan dititipkan sebagai dasar pembiayaan dari akad 

gadai (rahn), kemudian dari kepemilikan Marhun (jaminan) dari Rahin 

(anggota), Rahin mengajukan sejumlah pembiyaan (Marhun bih). Pihak BMT 

dan anggota menyetujui jumlah pembiayan, selanjutnya kedua belah pihak 

melakukan akad berdasarkan akad syariah yaitu Rahn. Terakhir terjadi serah 

terima sejumlah utang (pembiayaan) dan pihak BMT menetapkan biaya Ijarah 

atas pemeliharaan dan penjagaan Marhun. 

Penjelasan dari skema gambar 2.1 di atas memliki sama halnya dengan 

pembiyaan rahn tasjily yang dilakukan oleh BMT, namun dari akad rahn 

tasjily, Marhun tetap dalam penguasaan si Rahin, dan Murtahin hanya 

menerima bukti kepemilikan dari marhun saja. Dari penerimaan bukti 
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kepemilikan dari marhun tersebut oleh BMT, BMT menetapkan sejumlah 

biaya ijarah atas penjagaan yang dilakukannya. 

 

2.2.2 Kajian Teori Tentang Akad Al-Qardh 

2.2.2.1 Pengertian Akad Al-Qardh 

Kata al-qardh disebut juga al-dayn dan al-salf artinya hutang (Rivai & 

Arifin, 2010).  Al-qardh menurut bahasa berati potongan (Al-Qath‟u) dan harta 

yang diberikan kepada orang yang meminjam (Muqtaridh) dinamakan qardh, 

karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (Muqridh) 

(Asiyah, 2014).  

Adapun secara terminologi tentang al-qardh, menurut  Nawawi (2012) 

al-qardh adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya 

kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tertentu. Definisi lain 

tentang qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan 

memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 

2012). Menurut pengertian lain al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjman yang mewajibkan 

peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Djuwaini, 2010). 

 

2.2.2.2 Rukun dan Syarat Akad Al-Qardh 

Rukun-rukun dari akad al-qardh adalah sebagai berikut (Nawawi, 2012): 

1. Pemilik barang (muqridh) 

2. Yang mendapatkan barang atau peminjam (muqtaridh) 
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3. Serah terima (Ijab qabul) 

4. Barang yang dipinjamkan (qardh) 

Adapun syarat-syarat akad al-qardh sebagai dasar bertransaksi adalah 

sebagai berikut (Nawawi, 2012): 

1. Besarnya pinjaman (al-qardh) harus diketahui dengan takaran, timbangan, 

atau jumlahnya. 

2. Sifat pinjaman (al-qardh) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk 

hewan 

3. Pinjaman (al-qardh) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang 

bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. 

 

2.2.2.3 Dasar Hukum Akad Al-Qardh 

Dasar hukum al-qardh bersumber dari beberapa dasar hukum yang akan 

menjadi rujukan dalam melaksanakn transaksi  al-qardh, meliputi: 

2.2.2.3.1 Al-Qur‟an 

Dasar hukum al-qardh dapat dijumpai dalam Al-Qur‟an surat Al-

Hadid ayat 11, yaitu: 

 مَن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّوَ قَ رْضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَوُ لَوُ وَلَوُ أَجْرٌ كَريٌِم 

Artinya:“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman 

yang baik, maka Allah akan Mengembalikannya berlipat ganda 

untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. 
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2.2.2.3.2 Hadits Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam traksaksi al-qardh  adalah 

hadits Nabi Muhammad saw yang diungkapkan sebagai berikut (Nawawi, 

2012): 

a. Hadits riwayat Muslim, yang artinya: 

“Rasulullah bersabda:”Baragng siapa menghilangkan salah satu 

kesulitan dunia dari saudaranya maka Allah menghilangkan 

darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat (HR. Muslim).” 
 

b. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, yang artinya: 

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat 

pada waktu malam di-isra‟-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah 

dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku 

bertanya, „wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari pada 

sedekah?‟ ia menjawab, „karena peminta-minta sesuatu dan ia 

punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali 

karena keperluan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).‟ 

 

2.2.2.3.3 Ijma‟ Ulama‟ 

Ulama‟ menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan 

ulama‟ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan 

dan bantuan saudaranya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki segala 

barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi 

satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang 

sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya (Nawawi, 2012). 
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2.2.2.4 Skema Akad Qardh Gadai Syariah 

Transaksi akad qardh gadai syariah akan dijelaskan lebih rinci dalam 

gambar 2.2 tentang skema akad qardh  gadai syariah  berikut ini. 

Gambar 2.2 

Skema Akad Qardh Gadai syariah 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rais (2005) 

 

Skema tersebut menjelaskan, rahin mendatangi murtahin untuk minta 

fasilitasbpembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat 

dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin, kemudian 

murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga marhun yang 

diberikan rahin sebagai jaminan utangnya, setelah semua persyaratan 

terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad, selanjutnya, setelah 

akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih, yang 

diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di 

bawah nilai jaminan), dan sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya 

perawatan, maka pada saat melunasi marhun bih, rahin akan memberikan 

sejumlah fee kepada murtahin (Rais, 2005).  
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2.2.3 Kajian Teori Tentang Akad Ijarah 

2.2.3.1 Pengertian Akad Ijarah 

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasa ialah al-

iwadh, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah (Sahrani dan 

Abdullah, 2011). Sedangkan menurut istilah adalah ulama hanafiyah 

berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti, 

sedangkan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu 

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima 

pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu, adapun ulama Malikiyyah 

dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu 

kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Syafi‟i, 

2001).   

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa ijarah 

adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batasan 

waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 

pemindahan hak pemilikan atas barang (Nawawi, 2012). 

 

2.2.3.2 Jenis Ijarah 

Jenis ijarah atau sewa dalam transaksi muamalah berbeda sewa yang 

terdapat pada transaksi konvensional yang obyek ijarahnya hanya barang, 

berikut jenis Ijarah yaitu (Ascara, 2008): 

1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa 

seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.  
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2. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 

memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain 

dengan imbalan biaya sewa. 

 

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Akad Ijarah 

Rukun-rukun dari akad ijarah sebagai kerangka yang tidak boleh lengkap 

dalam transaksinya adalah sebagai berikut (Suhendi, 2013): 

1. „Aqidain adalah kedua pihak yang berakad yaitu mu‟jir (orang yang 

menyewakan dan musta‟jir (orang yang mendapatkan manfaat dari sewa). 

2. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah. 

3. Shigat ijab jabuk antar mu‟jir dan musta‟jir (ijab kabul sewa menyewa dan 

upah mengupah) 

4. Ujrah merupakan harga sewa sebagai ganti manfaat dari barang dan jasa. 

 

 Adapun syarat-syarat dari akad ijarah adalah sebagai berikut (Suhendi, 

2013): 

1. Mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap melakuakn tasharuf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai. 

2. Ujrah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa 

menyewa dan upah mengupah, 

3. Obyek sewa hendaklah barang yang menjadi dapat dimanfaatkan, dapat 

diseahkan kepada penyewa dan pekerja dan pekerja berikut kegunaannya 

(khusus dalam sewa menyewa), manfaat dari benda yang disewa adalah 

perkara yang mubah (boleh) menurut syara‟ bukan hal yang dilarang 
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(diharamkan), dan benda yang disewakn disyaratkan kekal „ain (zat) nya 

hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 

 

2.2.3.4 Dasar Hukum Akad Ijarah 

Dasar hukum ijarah bersumber dari beberapa dasar hukum yang akan 

menjadi rujukan dalam melaksanakn transaksi ijarah, meliputi: 

2.2.3.4.1  Al-Qur‟an 

Dasar hukum ijarah yang bersumber dari kalamullah yaitu Al-Qur‟an 

surat Al-Qhasas ayat 26, berbunyi: 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِيُن   قاَلَتْ إِحْدَاهُُاَ ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

“Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai 

pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya (QS. 

Al-Qashas: 26).” 

 

 

2.2.3.4.2   Hadits Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam traksaksi ijarah adalah hadits 

Nabi Muhammad saw yang diungkapkan sebagai berikut (Sahrani & 

Abdullah, 2011): 

a. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar  ra, yang artinya: 

“Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa Rasulullah saw telah 

bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya 

kering”(HR. Ibnu Majah). 

 

b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim , yang artinya: 

“Berikanlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 

tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
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2.2.3.4.3  Ijma‟ Ulama‟ 

Dasar ijma‟nya ialah semua umat bersepakat . tidak ada seorang ulama‟ 

pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang 

di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap 

(Suhendi, 2013). 

 

2.2.3.5 Skema akad Ijarah Gadai Syariah 

Transaksi akad ijarah gadai syariah akan dijelaskan lebih rinci dalam 

gambar 2.3 tentang skema akad ijarah gadai syariah berikut ini. 

Gambar 2.3 

Skema Akad Ijarah Gadai Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rais (2005) 

 

Skema tersebut menjelaskan, rahin mendatangi murtahin untuk minta 

fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun yang tidak dapat 

dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan) yang akan 

diserahkan kepada murtahin; murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga 

menaksir marhun yang diberikan oleh rahin sebagai barang simpanan; setelah 

semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad; 
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setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan tempat penyimpanan 

barang yang diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir 

barang; sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat 

akad berakhir, maka rahin akan memberikansejumlah fee kepada murtahin 

(Rais, 2005). 

 

2.2.4 Kajian Teori Tentang Pembiayaan 

2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang perbankan Bab 

1 pasal 1 No. 12 bahwasannya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan  

kesepakatan. 

Pembiayaan atau financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. 

Dengan kata, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010). Menurut 

Kasmir (2000) pembiayaan adalah penyediaan uang at tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 
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Menurut Muhammad (2005),  pembiayaan secara luas berarti financial 

atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncankan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan 

oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk 

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. 

Sedangkan pembiayaan syariah  merupakan pembiayaan yang menggunakan 

prinsip syariah, transparasi yang penuh tanggung jawab serta jujur dalam 

transaksi (Sholahuddin, 2014). 

Dalam kaitannya dengan aktivitas BMT, pembiayan merupakan suatu 

kegiatan penyaluran dana oleh BMT selaku pemilik modal kepada anggota 

untuk membentuk usaha atau mengembangkan usaha khususnya bagi 

pengusaha mikro/kecil. 

 

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah 

Beberapa prinsip pembiayaan syariah adalah (Sholahuddin, 2014): 

1. Universal 

Tidak membeda-bedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu 

latar belakang suku, agama, ras dan golongan dalam memberikan pelayanan. 

2. Jelas 

Prinsip ini tercermin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak 

mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secara 

bersama. 
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3. Bersih 

Hanya dengan menggunkan tata cara pembiayaan syariah untuk 

menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai syariah Islam 

4. Terbuka 

Penawaran harga disampaikan secara detail dan transaparan mengenai 

harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh lembaga 

pembiayaan sebgai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli 

misalnya sesuai dengan kesepakatan bersama. 

5. Adil 

Melalui pembiayaan syariah lembaga pembiayaan menempatkan 

nasabah pengguna dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang 

berimbang dengan cara yang adil dan merata. 

6. Jujur 

Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi 

dan apa adanya. 

 

2.2.5 Kajian Teori Tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

2.2.5.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal 

dan baitut tamwil. Baiul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan 

dan penyaluran dan yang non-profit, seperti: zakat,infaq dan sadaqoh. 

Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyeluran dana 

komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
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BMT sebgai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandaskan syariah (Sudarsono, 2007). 

Pengertian lain tentang BMT, BMT adalah kependekan dari kata Balai 

Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan 

mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal 

wa Tamwil memiliki dua kata yaitu Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan 

dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusuinya sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil (rumah pengembangan 

harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat 

(anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan 

pinjaman oleh BMT. (Soemitro, 2010). 

 

2.2.5.2 Dasar Hukum Kelembagaan BMT 

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan oleh  para praktisi BMT 

berkaitan dengan kelembagaan BMT terdapat beberapa peraturan peundang-

undangan yang menjadi payung hukunya, berikut peraturan perundang-

undangan mengenai kelembagaan BMT (Imaniyati, 2010): 

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendreal 

Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor 
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538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Untuk Lembaga Keuangan 

Syariah. 

3. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral 

Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 

193/2129/Bangda. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 

5. Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

 

2.2.5.3 Ciri-ciri utama BMT 

Ciri-ciri utama BMT sebagai lembaga mikro syariah, BMT berbeda 

dengan lembaga sejenisnya, ciri-ciri utama BMT yaitu sebagai berikut 

(Supadie, 2013): 

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan 

ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. 

2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan mengefektifkan pengunaan 

zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya bagi 

kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang 

kegiatan ekonomi. 

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di 

sekitarnya. 
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4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu 

sendiri, bukan milik orang seorang atau dari luar kelompok masyarakat yang 

bersangkutan. 

5. Pola hubungan BMT dengan angotanya diatur dengan siste bagi hasil 

 

2.2.5.4 Ciri-ciri khusus BMT 

Baitul maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga milik masyarakat, 

sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. 

Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada 

masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangatdipengaruhi oleh 

masyarakat di sekitar BMT berada. Menurut Ridwan (2004), BMT memiliki 

ciri khusus sebagai berikut: 

1. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut 

bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan; 

2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan 

pasar; 

3. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota; 

4. Manajemen BMT adalah profesional Islami, meliputi: 

a. Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan 

Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah; 

b. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan 

dari sisi laporan tersebut; 
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c. Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun 

berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota 

Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;  

d. Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah 

dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada 

semua pihak (win-win solution); 

e. Berfikir, bersikap dan bertindak "Ahsanu 'Amala" atau service 

excellence; 

f.   Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. 

 

2.2.5.5 Prinsip operasional BMT 

Pola pembiayaan produktif, baik yang diperuntukan sebagai modal kerja 

maupun investasi, masyrakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. 

Pola pembiayaan BMT secara umum Sumiyanto (2008) mengklasifikasikan 

pembiayaan BMT kepada empat kategori umum, yaitu: Pertama, Prinsip bagi 

hasil (Syirkah) yaitu bentuk pembiayaan kepada anggota yang meyertakan 

sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan 

produktivitas. Sistem pembiyaan tersebut diterapkan dalam dua akad 

pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiaayaan musyarakah 

(Ridwan, 2004),  dimana dari terjadi pembiayaan tersebut akan menghasilkan 

keuntungan dan kerugian yang akan menjadi patokan dalam sistem bagi hasil, 

baik untung maupun rugi sesuai ketentuan akad. 

Kedua, prinsip jual beli merupakan suatu tata cara jual beli yang 

pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa 
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melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai 

penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah 

mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana, 

contoh prinsip jual beli adalah bai‟ al-murabahah, bai‟ as-as-salam, bai‟ al-

istishna‟, bai‟ bistaman ajil, dll (Ali, 2008).  

Ketiga, prinsip sewa merupakan pembiayan yang ditujukan untuk 

mendapatkan jasa, dimana keuntungan di depan dan menjadi bagian harga atas 

barang atau barang yang disewa, yang termasuk dalam kategori ini adalah 

Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) (Rianto, 2010). 

Keempat, prinsip jasa merupakan bentuk pembiayaan yang pada prinsip 

dasarnya adalah ta‟awuni atau tolong menolong, berbagai pengembangan 

dalam akad ini meliputi: wakalah, kafalah, hawalah dan rahn (Sumiyanto, 

2008). 

 

2.2.6 Tinjauan Tentang Sharia Enterprise Theory 

Sharia Enterprise Theory secara mendasar berawal  dari  metafora  amanah  

sebagai  kiasan  untuk melihat, memahami dan mengembangkan bisnis telah 

diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, 

emansipatoris, transedental  dan teleologikal. Metafora ini memberikan implikasi 

yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi (Triyuwono, 2006) 

Menurut Triyuwono, Sharia Enterprise Theory adalah Allah sebagai 

Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, 

Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para 

stakeholder, dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam 
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penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan Sang Pemberi Amanah. Bentuk 

amanah akuntansi syariah mewujudkan pada akuntabilitas (Mulawarwan, 2009). 

Beberapa kajian telah dilakukan di bidang akuntansi syariah baik dalam 

tataran konseptual maupun praktis. Salah satu pandangan disampaikan oleh 

Adnan dan Triyuwono  yang  pada  intinya  merekomendasikan enterprise  theory 

sebagai konsep teoritis akuntansi syariah. Secara implisit, Triyuwono 

mengutarakan: 

Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntanbilitas (accountability) 

manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders) tetapi juga sebagai 

akuntanbilitas kepada stakeholders dan Tuhan (Triyuwono, 2000) 

 

Mengacu pada pendapat tersebut, konsep teoritis yang mampu memberikan dasar 

pembentukan prinsip dan aktivitas akuntansi yang menhasilkan akuntanbilitas dan 

informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh pengguna infonrasi adalah Enterprise 

Theory. 

Konsep-konsep teori ini didasari dari implikasi penting yang terkandung 

pada al-Quran surah al-Baqarah: 254 dan  267, an-Nur: 56, al-Baqarah: 215 dan  

al-Baqarah:  273. Konsep tersebut meliputi konsep zakat, keadialan, maslahah, 

tanggung jawab dan falah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang 

dirumuskan oleh triyuwono (Triyuwono, 2000). 

 

2.2.7 Tinjauan Tentang Akuntansi Akad Pinjaman Qordh yang diberikan (PAPSI 

Bagian VII) 

Pinajaman qardh yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi 
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hutangnya setelah jangka waktu tertentu (BI, 2013). Perlakuan akuntansinya 

berdasarkan PAPSI VII, yaitu; 

a. Pengakuan dan pengukuran, menyatakan bahwa pinjaman qardh diakui sebesar 

jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya 

b. Penyajian, menyatakan bahwa qordh yang bersumber dari pihak ketiga 

disajikan pada pos pinjaman qordh 

c. Pengungkapan, menyatakan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan, antara 

lain: 1) rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis 

penggunaan dan sektor ekonomi, 2) jumlah pinjaman qardh yang diberikan 

kepada pihak yang berelasi, 3) kebijakan manajemen dalam pelaksanaan 

pengendalian risiko pinjaman qardh. 

 

2.2.8 Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107) 

PSAK 107 diterapkan untuk perlakuan akuntansi entitas yang melakukan 

transaksi ijarah. PSAK 107 juga  mencakup pengaturan untuk pembiayaan yang 

menggunakan akad rahn tasjily, karena terdapat akad ijarah dari  transaksi yang 

terpisah dengan adanya pembiayaan yang menggunakan akad tersebut, kecuali 

pada perlakuan pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang 

menggunakan akad ijarah. Pembiayan yang menggunakan rahn tasjily 

menyesuaikan dengan fatwa yang mengaturnya yaitu NO: 68/DSN-MUI/III2008 

tentang rahn tasjily yang mengatur beberapa kententuan yang berkaitan dengan 

akad ijarah (DSN-MUI, 2014), yaitu: 
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1. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh 

rahin. 

2. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. 

3. Besaran biaya sebagaimana dimaksud didasarkan pada pengeluaran yang riil 

dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah. 

2.2.8.1 Definisi 

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 

ini antara lain sebagai berikut (IAI,2009): 

1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. 

2. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa‟ad perpindahan 

kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu. 

3. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset 

antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai 

dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction). 

4. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak 

berwujud. 
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2.2.8.2 Karakteristik 

Beberapa karakteristik mengenai transaksi Ijarah yang dijelaskan dalam 

PSAK ini diantaranya: 

1. Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko 

dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa‟ad 

untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu‟jir) kepada penyewa 

(musta‟jir) pada saat tertentu. 

2. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada 

penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh 

pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan 

obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa. 

3. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah 

untuk menghindari risiko kerugian. 

4. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum 

dalam akad. 

 

2.2.9 Perlakuan Akuntansi Rahn Tasjily 

Dalam pembiayaan rahn tasjily penentuan besaran biaya pemeliharaan 

barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) berdasarkan akad 

pendamping dari rahn tasjily yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait, dimana 

pengakuan, pengukuran, pengungkapannya dan penyajiannya adalah:  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang 

dijelaskan dalam PSAK 107, yakni: 
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1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa 

tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). 

2. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. 

 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan 

pengungkapan meliputi: 

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-

beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan 

sebagainya. 

2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi 

ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. 

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak 

terbatas pada: 

1. Keberadaan wa‟ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 

digunakan (jika ada wa‟ad pengalihan kepemilikan). 

2. Pembatasan-pembatasan. 

3. Agunan yang digunakan. 

b. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada). 
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2.2.10 Ilustrasi Transaksi Perlakuan Akuntansi Rahn 

Berikut merupakan ilustrasi traksasi perlakuan rahn yang dilakukan oleh 

BMT (murtahin), (Nurhayati & Wasilah, 2014): 

1. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat 

tanda terima. 

2. Pada saat BMT membayarkan uang tunai kepada rahin 

Piutang    Rp xxx 

Kas       Rp xxx 

3. Pada saat BMT menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa 

tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi BMT. 

Kas     Rp xxx 

Pendapatan      Rp xxx 

4. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah  

Beban    Rp xxx 

Kas       Rp xxx 

5. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan 

membuat tanda serah terima barang. 

Kas     Rp xxx 

Piutang      Rp xxx 

6. Jika pada saat jatuh tempo utang rahin tidak dapat dilunasi dan kemudian 

barang gadai dijual oleh pihak BMT. 
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a. Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang. 

Kas     Rp xxx 

Piutang      Rp xxx 

b. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai 

penjualan dengan saldo piutang. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Uraian di atas menjelaskan pentingnya perlakuan Akuntansi terkait 

pembiayaan Rahn Tasjily dalam sebuah lembaga penyedia pembiayaan tersebut 

terkhusus untuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang mana dilihat dari 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkpannya agar menjadi anggota 

pembiaayaan semakin yakin terhadap pembiayaan tersebut dan bagi anggota yang 

lain tertarik untuk menggunakannya. Kemudian pembiayaan dikaji dari sisi Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama‟ Indonesia sebagai pihak yang 

berwenang mengkaji sisi syariah dari setiap akad muamalah di Indonesia. Untuk 

lebih jelasnya dapat diuraikan secara skematis sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendekripsikan perlakuan akuntansi meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pembiayaan rahn 

tasjily dan menganalis kesesuaiannya dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah 

sebagai akad pendamping, serta menganalisis kesesuaian dengan fatwa NO: 

68/DSN-MUI/III2008 tentang rahn tasjily pada BMT UGT Sidogiri Cabang 

Malang Kota.  

    

3.2 Lokasi penelitian 

Obyek penelitian diambil dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah 

yang ada di Indonesia, yaitu BMT UGT (Baitul Maal wat Tamwil Usaha 

Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Malang Kota beralamatkan di Jl. Kebalen 

Wetan No. 01 B RT/RW. 01/04 Kota Lama Kedung Kandang Malang. Penentuan  

obyek ini berdasarkan pertimbangan bahwa BMT UGT Sidogiri merupakan 

lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki aset yang cukup besar dan 
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memiliki banyak cabang. Serta dipandang mampu memberikan informasi dan 

kebutuhan data-data yang diteliti terkait perlakuan akuntansi pembiayaan rahn 

tasjily. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah bapak Achmad Junaidi Nur selaku kepala cabang 

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan Bapak Zainullah selaku Kepala 

Account Officer Pembiayaan. Adapun pemilihan subyek penelitian (Informan) 

tersebut dengan menggunakan prosedur purposif. Prosedur purposif yaitu 

menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang 

relevan dengan masalah peneltian ini (Bungin, 2014). Berdasrkan kenyataan 

bapak Achmad Junaidi Nur dan  Bapak Zainullah merupakan orang-orang yang 

termasuk dalam kriteria yang relevan dalam penelitian ini. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Data kualitatif yaitu data yang digunakan melalui keterangan-keterangan 

secara tertulis seperti: sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri, struktur 

organisasi dan pembagian tugasnya.  
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2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan BMT UGT 

Sidogiri yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan 

laba rugi.  

 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan 

sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancata 

kepada bapak Achmad Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri 

Cabang Malang Kota dan Bapak Zainullah selaku Kepala Account Officer 

Pembiayaan seputar pembiyaan rahn tasjily, perlakuan akuntansi dan 

kesesuaian dengan aturan syariah yang ada. 

2. Data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian, data tersebut 

berupa laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT UGT Sidogiri tahun 

2015, PSAK 107, DSN MUI No 68, PAPSI Bagian VII Akad Pinjaman Qardh 

dan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pembiayaan rahn 

tasjily dan data-data lain yang diperlukan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk 

mendalami suatu kejadian atau kegiatan subyek penelitian, wawancara pada 
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dasarnya merupakan percakapan seperti layaknya percakapan biasa namun 

memiliki tujuan yang jelas (Suharsaputra, 2012). 

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait 

pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota. 

Wawancara sudah dilakukan dengan beberapa pihak BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota yaitu bapak Achmad Junaidi Nur selaku kepala cabang 

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan Bapak Zainullah selaku 

Kepala Account Officer Pembiayaan terkait pembiayan rahn tasjily, 

perlakuan akuntansinya  dan kesesuai syariah dengan aturan yang ada.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atu 

dicetak, mereka dapat berupa catatan, anekdot, surat buku harian, dan 

dokumen-dokumen (Suharsaputra, 2012). 

Data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan untuk memverifikasi 

keterangan-keterangan yang diterima pada saat wawancara. Sumber data 

yang berasal dari dokumentasi yaitu laporan RAT BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota, brosur yang telah disusun oleh BMT UGT Sidogiri, 

dokumen akad rahn tasjily dan termasuk pendokumentasian hasil 

wawancara yang berupa rekaman,  

 

3.6 Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi 

kepustakaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis secara 
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kualitatif. Teknik analisis yang digunakan mencakup perlakuan akuntansi 

(pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan Rahn 

Tasjily. 

Analisa data dilakukan dengan mendeskripsikan secara teoritis mengenai 

perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) 

pembiayaan Rahn Tasjily guna memberikan suatu pemikiran yang valid dalam 

memberikan pengetahuan tentang pembahasan tersebut. Teknik analisis data 

berkaitan dengan penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman, mencakup tiga macam kegiatan yaitu: 1) Reduksi data, 2) 

Model data (Data display), dan 3) Penarikan dan Verifikasi kesimpulan (Emzir, 

2010).  

3.6.1 Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan-catan lapangan tertulis (Emzir, 2010).  

Dalam meruduksi data penulis melakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan data apa saja yang diperlukan dalam analisis perlakuan Akuntansi 

(pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan rahn 

tasjily pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota dengan mengacu pada 

PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dan kesesuaian pembiayaan rahn tasjily 

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 
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2. Mengelompokkan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) yang telah disusun sebelumnya oleh pihak BMT 

UGT Sidogiri untuk kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian 

terkait perlakuan akuntansi pembiyaan rahn tasjily, dan untuk di analisis 

perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 107 dan kesesuaian dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 

Tentang Rahn Tasjily. 

3. Mengidetifikasi kebijakan terkait pembiayaan rahn tasjily yang ditetapkan oleh 

pihak BMT UGT Sidogiri dalam penentuan pinjaman, penentuan biaya ijarah,  

sehingga dapat disimpulkan kebijakan mana yang sesuai dengan standar dan 

aturan yang ada dan mana yang tidak sesuai berdasarkan aturan yang ada yaitu 

PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 

 

3.6.2 Model Data (Data Display) 

Model data didefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Emzir, 2010). Bentuk model data antara lain berupa teks naratif, 

matriks, grafik, bagan, tabel. Tujuannyauntuk memudahkan membaca dan 

menarik kesimpulan. 

Data yang diseleksi kemudian disajikan dengan disertai keterangan-

keterangan yang dikaitkan dengan standar dan aturan yang berlaku, dengan 

demikian, data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
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3.6.3 Penarikan dan Verifikasi kesimpulan 

Langkah terakhir dari aktivitas anilasis ini adalah penarikan dan verifikasi 

kesimpulan, dalam hal ini peneliti dapat memutuskan apakah makna sesuatu, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penejelsan, konfigurasi yang mungkin, alur 

klausal, dan proposisi-proposisi (Emzir, 2010). 

Setelah data yang diperlukan sudah lengkap dan telah disertai argumen-

argumen teori, standar dan aturan yang sesuai dengan penelitian ini, penulis 

kemudian menarik kesimpulan dari perlakuan Akuntansi (pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan rahn tasjily pada BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang Kota dengan mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah 

dan kesesuaian syariah dari pembiayaan rahn tasjily berdasarkan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang 

Rahn Tasjily 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah dan Profil BMT UGT Sidogiri 

Berdirinya Koperasi BMT-UGT Sidogiri bermula dari BMT MMU 

(Maslahah Mursalah lil Ummah) yang melihat komunitas PJGT (Penanggung 

Jawab Guru Tugas) Sidogiri yang ada di berbagai wilayah mempunyai potensi 

besar memerangi lintah darat (riba dan rentenir), maka pengurus BMT MMU 

(Ust. H Mahmud Ali Zain) melobi Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri 

(Urusan GT PPS) untuk diajak bekerjasama dalam memerangi lintah darat 

tersebut yang ada di Indonesia. Karena UGT merespon baik, segeralah BMT 

MMU mengadakan 41 musyawarah dengan beberapa koordinator guru tugas 

seperti H. Mas‟udi Malang, KH Bahrullah Jember, H. Hisyam Surabaya, dan lain 

sebagainya. Setelah musyawarah tersebut mencapai final, maka diputuskanlah 

untuk mendirikan lembaga koperasi yang operasinya berada di luar pasuruan. 

Dengan visi dan misi mulia, yaitu mempunyai visi membangun dan 

mengembangkan ekonomi umat dengan landasan syariah Islam dan mewujudkan 

budaya ta‟awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.  

Menetapkan misi untuk memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas 

ekonomi, menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi 

adalah Adil, Mudah dan Maslahah, meningkatkan kesejahteraan umat dan 

anggota, dan melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq, 

Tabligh, Amanah, Fathonah), dicetuskanlah nama BMT-UGT (Baitul Mal wat 
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Tanwil-Usaha Gabungan Terpadu) yang sejatinya masih berpijakan kepada 

Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). 

Setelah BMT-UGT dibentuk dan mulai beroperasi, banyak kritikan-kritikan 

tak sedap meneror Urusan GT PPS. Urusan GT PPS sadar bahwa sebagian 

masyarakat masih belum tahu tentang koperasi BMT-UGT. Maka langkah 

pertama Urusan GT PPS adalah segera mengadakan sosialisasi untuk 

mengenalkan BMT-UGT yang sifatnya memberitahukan bahwa BMT-UGT 100% 

syariah. Dan BMT-UGT ada tak lain hanya mengajak masyarakat agar hijrah dari 

ekonomi ribawi menuju ekonomi syar‟i demi terciptanya maslahah lilumah. 

Sebagian orang ada yang faham dan ada yang tidak dengan tujuan 

terbentuknya BMT-UGT. Maka Urusan GT PPS terus mengadakan sosialisasi dan 

bahsul masail (berdialog). Tujuannya agar mereka yang tidak yakin menjadi yakin 

bahwa BMT-UGT berlandaskan syariah dan yang tidak paham menjadi paham. 

Akhirnya mereka yang yakin dan yang paham segera bergabung menjadi anggota 

BMT.  

Berdirinya BMT-UGT juga dalam rangka pemberdayaan kepada para 

alumni pondok pesantren sidogiri yang notabennya bukan berlatar belakang 

pendidikan ekonomi, namun pendidikan kitab kuning, hal tersebut memiliki 

sebuah masalah dalam kelembagaan, namun BMT-UGT tidak menganggap 

masalah yang serius. Maka dapat dikatakan tingkat SDM mereka terbilang masih 

belum mumpuni untuk mengelola keuangan. Tapi kenapa UGT memprioritaskan 

para alumni? Karena prinsip yang di pegang UGT adalah jujur dan amanah. 

Sedang sifat jujur dan amanah tersebut sudah diyakini dimiliki oleh orang jebolan 
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pesantren. Jika prinsip seseorang adalah jujur dan amanah meskipun tidak 

mempunyai kapasitas SDM yang bagus, paling tidak uang tidak akan hilang. Jadi 

tetap mendapatkan kepercayaan.  

Upaya BMT-UGT dalam peningkatan SDMnya melalui pelatihan-pelatihan, 

seperti mendatangkan dari pihak perbankan, dosen, dari praktisi pemerintah untuk 

membekali pengelola-pengelola BMT-UGT. Seperti pelatihan analisa 

pembiayaan, bagaimana menganalisa seseorang apakah dia layak diberi 

pembiayaan atau tidak. Pelatihan pengelolaan uang, pelatihan bagaimana 

penagihan, sekiranya tetap terkesan sopan, pelatihan service excellent, bagaimana 

pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Pelatihan akuntansi, pelatihan 

menganalisa laporan keuangan apakah aman dan bagaimana kedepannya. 

Pelatihan starategi pemasaran, karakteristik produk dan cara pengembangannya. 

Dan lain sebagainya.  

Pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000 M BMT-UGT mulai 

beroperasi di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari 

Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan 

Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000, kemudian pada  

tanggal 17 Februari 2015 diadakan PAD dan alih bina dari Provinsi Jawa Timur 

ke Nasional dengan Badan Hukum Nomor 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 (ART 

BMT UGT Sidogiri, 2015).  BMT UGT Sidogiri per 31 Desember memiliki 273 

unit pelayanan yang tersebar disebagian wilayah Indonesia. 

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu cabang BMT UGT Sidogiri 

terkait obyek penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat observasi dan 
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wawancara  yaitu BMT-UGT Sidogiri cabang Malang Kota yang beralamat Jl. 

Kebalen Wetan No. 01 B RT/RW. 01/04 Kota Lama Kedung Kandang Malang 

yang mulai beroperasi pada tanggal 20 Agustus 2008. 

 

4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri 

Suatu organisasi didalam menjalanan usaha atau kegiatannya baik itu 

organisasi besar maupun kecil sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka segala 

aktivitas baik didalam maupun di luar organisasi dapat diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah di tentukan atau direncanakan terlebih dahulu. Dengan adanya 

tujuan tersebut, maka dapat dinilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan apa 

yang diharapkan atau belum. Berdasarkan waktu pencapaiannya, BMT-UGT 

mempunyai : 

Visi  

a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah 

Islam. 

b. Terwujudnya budaya ta‟awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial 

ekonomi. 

 

Misi  

a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi. 

b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, 

mudah, dan maslahah 

c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota. 
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d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/jujur, 

Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/profesional. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri 

Struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri disusun berdasarkan fungsi. 

Struktur organisasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi, bagian-

bagian atau jabatan dan menunjukkan garis komando dan susunan komunikasi 

yang resmi termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur 

organisasi BMT-UGT Sidogiri untuk cabang adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi  

BMT UGT Cabang Malang Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsip BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 

 

Tugas dan fungsi dari struktur organisasi di BMT UGT cabang Malang 

kota, meliputi: 

1. Kepala Cabang 

Tugas dan Fungsi Kepala Cabang: 

a. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang. 

Kepala 

Cabang 

 

Kasir 

Account 

Officer 

Simpanan 

Account 

Officer 

Pembiayaan 

Customer 

Service 
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b. Membina,   memotivasi   dan   mengontrol   kedisiplinan   dan   performa   

kerja bawahannya. 

c. Melaksanakan pemeriksaan,  persetujuan,  dan  pencairan  pembiayaan  

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang. 

e. Bertanggung   jawab   terhadap   pencapaian   target   pendapatan   yang   

telah ditetapkan oleh manager. 

f. Mempertanggung  jawabkan  seluruh  aktifitas  operasional  maupun  

keuangan cabang secara berkala kepada manager. 

2. Kasir 

Tugas dan fungsi Kasir: 

a. Melayani penyetoran dan penarikan tabungan umum. 

b. Melayani setoran angsuran pembiayaan. 

c. Melayani pencairan tabungan berjangka. 

d. Mencatat setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran keuangan cabang. 

e. Menyusun  dan menyerahkan  laporan  keuangan  kepada  kepala  cabang  

secara berkala. 

f. Bertanggung  jawab  terhadap  kesesuaian  catatan  keuangan  dengan  

jumlah uang. 

g. Melaksanakan dan  bertanggung  jawab terhadap seluruh tugas  yang 

diberikan oleh atasan. 

 

 



75 
 

 

3. Customer Service 

Tugas dan fungsi Customer Service: 

a. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka. 

b. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan. 

c. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan. 

d. Memberikan  penjelasan  mengenai  produk  jasa  BMT  kepada  calon 

anggota yang membutuhkan. 

e. Melaksanakan dan  bertanggung  jawab terhadap seluruh tugas  yang 

diberikan oleh atasan. 

f. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang. 

4. Account Officer Simpanan 

Tugas dan fungsi Account Officer Simpanan: 

a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk simpanan. 

b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota 

c. Mencari anggota potensial untuk produk simpanan. 

d. Melaksanakan dan  bertanggung  jawab terhadap seluruh tugas  yang 

diberikan oleh atasan. 

e. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang 

5. Account Officer Pembiayaan 

Tugas dan fungsi Account Officer Pembiayaan: 

a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan. 

b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota 

c. Mencari anggota potensial untuk produk pembiayaan 
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d. Melaksanakan survey dan analisa pengajuan pembiayaan. 

e. Melaporkan  hasil  survey  dan  analisa pengajuan  pembiayaan  kepada 

kepala cabang. 

f. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan. 

g. Melaksanakan dan  bertanggung  jawab terhadap seluruh tugas  yang 

diberikan oleh atasan. 

h. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang 

 

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 

BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa kegiatan di bidang bisnisnya selain 

di bidang sosialnya, namun kegiatan bisnis menjadi kegiatan sehari-hari yang 

dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri, karena kegiatan sosialnya dilakukan pada 

hari-hari tertentu. Dalam kegiatan bisninya BMT juga tetap memperhatikan aspek 

sosial (tidak murni bisnis). 

4.1.4.1 Produk Penghimpun Dana BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota 

Hasil dokumentasi yang didapat dari brosur penghimpunan BMT UGT 

Sidogiri cabang Malang kota yang di peroleh pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 

09.00 WIB, yaitu sebagai berikut: 

1. Tabungan Umum Syariah 

Tabungan Umum Syariah adalah tabungan yang setoran dan penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad  yang digunakan 

berdasarkan prinsip syariah Wadiah Yadhau Dhamanah. dengan nisbah 30% 

Anggota : 70% BMT. 
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2. Tabungan Haji Al-Haramain 

Tabungan Haji Al-Haramain adalah tabungan umum berjangka untuk 

membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji. Akad yang digunakan 

berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% 

Anggota : 50% BMT. 

3. Tabungan Umrah Al-Hasanah 

Tabungan Umrah Al-Hasanah adalah Tabungan umum berjangka untuk 

membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah umrah. Akad yang 

digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan 

nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 

4. Tabungan Idul Fitri 

Tabungan Idul Fitri adalah tabungan umum berjangka untuk membantu 

anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad yang digunakan 

berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% 

Anggota : 60% BMT. 

5. Tabungan Lembaga Peduli Siswa 

Tabungan Lembaga Peduli Siswa adalah tabungan umum berjangka yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan 

siswa. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 

6. Tabungan Qurban 

Tabungan Qurban adalah tabungan umum berjangka untuk membantu dan 

memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad 



78 
 

 

yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan 

nisbah 40% Anggota : 60% BMT 

7. Tabungan Tarbiyah 

Tabungan Tarbiyah adalah tabungan umum berjangka untuk keperluan 

pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan 

dilengkapi dengan asuransi. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah 

mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT 

8. Tabungan Mudharabah Berjangka 

Tabungan Mudharabah Berjangka adalah Tabungan Berjangka yang 

setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad yang 

digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan 

nisbah sebagai berikut: 

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT 

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT 

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT 

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT 

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT 

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT 

9. Tabungan MDA Berjangka Plus 

Tabungan MDA Berjangka Plus adalah Tabungan berjangka khusus 

dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad yang 

digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan 

nisbah 50% Anggota : 50% BMT. 



79 
 

 

4.1.4.2 Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota 

Ruang lingkup kegiatan pembiayaan BMT UGT Sidogiri cabang Malang 

Kota berdasarkan data dari website BMT UGT Sidogiri yang di kases pada 

tanggal 27 Februari 2017 pukul 12.38 WIB, adalah sebagai berikut:  

1. Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan 

anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil 

sesuai kesepakatan. 

2. Pembiayaaan Musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah bentuk kerja sama usaha patungan antara 

BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk 

membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil 

sesuai kesepakatan. 

3. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli antara BMT dan anggota, dimana 

BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada 

anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 

4. Pembiayaan Bai` al Wafa`   

Pembiayaan Bai` al Wafa` adalah suatu transaksi dimana anggota yang 

membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia 

dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali 

barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu 
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menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad 

Ijarah. 

5. Pembiayaan Istishna' 

Pembiayaan Istishna' adalah suatu transaksi jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

dimana BMT sebagai pemesan/mustashni' dan anggota sebagai pembuat/shani'. 

6. Pembiayaan Rahn 

Pembiayaan Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan 

(agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang 

berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai Murtahin boleh 

meminta Ujrah/Biaya penitipan Agunan. 

7. Pembiayaan Rahn Tasjily  

Pembiayaan Rahn Tasjily adalah pemberian pinjaman dari BMT untuk 

anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap 

berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan 

kepada BMT. 

8. Pembiayaan Ijarah 

Pembiayaan Ijarah adalah sewa menyewa antara anggota sebagai 

musta'jir/penyewa dengan  BMT sebagai mu'jir/yang menyewakan atas ma'jur 

(objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan 

imbalan atas barang/jasa yang disewakannya. 
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9. Pembiayaam Kafalah  

Pembiayaan Kafalah adalah dimana BMT sebagai Kafil memberikan 

jaminan/menanggung hutang/kewajiban  anggota sebagai Makful 'anhu kepada 

pihak ketiga (Makful-lah) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh). 

 

4.1.5 Produk Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang 

Kota. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala 

Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 

pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Pembiayaan rahn tasjily yaitu pembiayaan dimana anggota menggadaikan 

harta yang tidak bergerak untuk memperoleh pinjaman, namun anggota 

hanya menyerahkan surat berharga (Surat Bukti Kepemilikan Harta), 

seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, dll.” 

 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily 

di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota adalah mempertimbangkan jaminan 

yang akan digunakan oleh anggota dalam rangka menjamin sejumlah pinjaman 

yang diberikan oleh BMT. Pertimbangan tersebut terbatas pada harta yang tidak 

dapat bergerak seperti tanah, rumah dll, namun anggota hanya menyerahkan surat 

bukti kepemilikannya saja. Kemudian dari penyerahan surat bukti kepemilikan 

tersebut BMT meminta ujrah kepada anggota atas penjagaannya. 

Ujrah yang diminta oleh pihak BMT tidak boleh berdasarkan plafon dari 

besar pembiayaan dalam menyampaikan saat akad terjadi, hal tersebut didasarkan 

pada hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT 
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UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.15 

WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Berdasarkan dari kitab i‟anatuth tholibin menjelaskan ada 3 (tiga) 

perkara dalam pinjaman: pertama, jika pinjaman tersebut memberikan 

manfaat kepada pemberi pinjaman, maka rusak akad tersebut. Kedua, jika 

pinjaman tersebut memberikan manfaat kepada si peminjam, maka rusak 

pula akad tersebut, dan ketiga, jika pinjaman tersebut memperoleh jaminan, 

maka itulah yang benar. Adanya jaminan itulah yang akan dijaga oleh BMT  

yang menjadi dasar ujrah tersebut dan ujrah yang ditetapkan dan diminta 

atas penjagaan surat berharga oleh BMT tidak boleh disampaikan 

berdasarkan plafon pembiayaan pada saat akad, ” 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak BMT tidak boleh 

menyampaikan ujrah yang ditetapkan berdasarkan prosentase dari plafon 

pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada  anggota pada saat akad pembiayaan 

rahn tasjily dilaksanakan, karena hal tersebut dapat merusak akad. Maka pihak 

BMT langsung meminta ujrah dengan besar nominal, misalnya ujrahnya dari 

penyimpanan surat berharga per bulannya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 

Namun untuk melaksanakan akad tersebut  (pembiayaan rahn tasjily) terdapat 

prosedur yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak (Anggota dan BMT) untuk 

melakukan transaksi tersebut. 

Prosedur tersebut terdiri dari prosedur pengajuan dan proses pembiayaan 

rahn tasjily seperti pada pembiayaan yang lainnya yang ada di BMT UGT 

Sidogiri Cabang Malang kota, yaitu (Berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada 

tanggal 28 Februari 2017 pukul 10. 25 WIB, menyatakan sebagai berikut: 

Prosedur pembiayaan rahn tasjily, iya sama seperti prosedur pembiayaan 

yang lain yang ada disini yaitu ada tiga, mulai permohonan dengan 

membawa berkas-berkas yang disyartakan, kemudian diproses, dan terakhir 

realisasi pembiayaan jika permohonannya diterima” 
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Prosedur pembiayaan rahn tasjily ada tiga prosedur, yaitu: permohonan, 

proses, dan realisasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan arsip BMT Sidogiri 

cabang Malang kota tentang prosedur dan proses pembiayaan yang diperoleh pada 

tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.45 WIB, yaitu: 

1. Pengajuan/Permohonan 

a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

b. Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan: 

1. Foto copy KTP suami dan istri 

2. Foto copy Kartu Keluarga 

3. Foto copy surat jaminan (Surat Akta Tanah, BPKB, dll) 

4. Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir. 

5. Foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir. 

6. Foto copy rekening PDAM 3 bulan terakhir. 

2. Proses 

a. Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan 

b. Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan 

c. Analisa pembiayaan 

3. Realisasi 

a. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan 

b. Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatangan surat pengajuan 

pembiayaan 

c. Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon 
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Pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota juga 

memiliki ketentuan dalam melaksanakannya (hasil wawancara dengan bapak 

Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 10.20 WIB), yaitu: 

Pembiayaan ini (rahn tasjily) memiliki ketentuan tersendiri kalau di cabang 

yaitu batas maksimum pemberian pinjaman adalah Rp.25.0000.000 (dua 

puluh lima juta rupiah), batas maksimum angsuran pinjaman 36 (tiga puluh 

enam) bulan.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan 

pembiayaan rahn tasjily, yaitu: 

1. Batas maksimum pinjaman yaitu Rp.25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah) 

2. Batas maksimum angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan. 

Penjelasan diatas mengenai pembiayaan rahn tasjily di BMT Sidogiri 

cabang Malang kota dapat disimpulkan dengan ilustrasi transaksi sesuai dengan 

pelaksanaannya seperti pada gambar 4.2 dibawah ini. 

Gambar 4.2 

Ilustrasi Transaksi Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT Sidogiri  

Cabang Malang Kota 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 
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Keterangan: 

1. Anggota mengajukan pembiayaan rahn tasjily kepada BMT UGT Sidogiri 

dengan menyerahkan persyaratannya 

2. Kemudian pihak BMT UGT Sidogiri melakukan survey dan analisis atas hasil 

survey dan menetepkan layak atau tidak layak anggota diberikan pembiayaan 

3. Jika anggota ditetapkan layak, maka anggota diinformasikan oleh BMT dan 

anggota datang ke BMT dengan menyerahkan sertifikat tanah asli (dapat 

menggunakan sertifkat selain sertifikat tanah, namun atas harta yang tidak 

bergerak) 

4. Selanjutnya pihak BMT dan anggota melakukan akad rahn tasjily, dalam akad 

BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujrah yang harus 

dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan sertifikat 

tanah yang dilakukan oleh BMT. 

5. Pihak BMT menyerahkan uang pembiyaan kepada anggota 

6. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan ujrah atas penjagaan 

sertifikat tanah sampai lunas.  

 

4.1.6 Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT 

Sidogiri Cabang Malang Kota.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala 

Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 

pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT cabang Malang kota ada 

beberapa akad yang menjadi dasar, yaitu akad qardh saat kita memberi 
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pinjaman, rahn tasjily sebagai dasar menahan surat berharga dan akad 

ijarah sebagai dasar ujrah atas penjagaan surat berharga.” 

 

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan rahn tasjily di BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota menggunakan 3 (tiga) dasar akad dalam 

pelaksanaannya, akad pertama adalah akad qardh, dimana BMT meminjamkan 

sejumlah uang kepada anggota yang meminta pembiayaan, akad kedua yaitu akad 

rahn tasjily, dimana anggota menyerahkan surat berharga dari kepemilikan harta 

sebagai tautsiq atau memperkokoh kepercayaan  (Ria, 2012), yang bertujuan 

menjaga kejujuran anggota untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang 

diberikan oleh BMT dan dalam rangka meminimalkan kecurangan yang akan 

diperbuat oleh anggota. Terakhir, yaitu akad ijarah yang menjadi dasar BMT 

memperoleh jasa dengan dasar BMT menjaga keamanan dari surat berharga yang 

diserahkan oleh anggota pada waktu akad pembiayaan dilaksanan. 

 

4.1.7 Perhitungan Ujrah (Pendapatan Sewa) Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT 

UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. 

 

Pembiayaan rahn tasjily atas ujrah (pendapatan sewa) yang diperoleh di 

BMT UGT cabang Malang kota pada hakikatnya memiliki perhitungan, walaupun 

pada pelaksanaan akad pembiayaan tidak disampaikan kepada anggota 

perhitungan asal mula angka nominal ujrah yang diminta oleh BMT, karena 

angka nominal ujrah dihitung sesuai besar pinjaman anggota, maka hal tersebut 

tidak disampaikan karena dapat merusak akad, penjelasan tersebut berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dengan bapak Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT 

UGT Sidogiri Malang kota pada tanggal 28 Februari pukul 10.17 WIB, yaitu: 
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”Ujrah yang ditetapkan tidak boleh berdasarkan plafon pembiayaan karena 

dapat merusak akad itu sendiri sesuai dengan aturan yang ada, maka kita 

hanya menyampaikan dan meminta langsung ujrah dengan besar nominal 

misalnya ujrah tiap bulannya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).”  

 

Perhitungan ujrah yang tidak disampaikan dengan melihat keabsahan akad pada 

saat pelaksanaan dan pihak BMT hanya menyampaikan nominal ujrah secara 

langsung. Pada dasarnya ada tarif yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota, yaitu (Hasil Wawancara dengan Bapak Zainullah selaku 

Account Officer Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Malang kota pada tanggal 10 

Agustus 2016 pukul 11.34 WIB: 

“ Dasar penentuan ujrah adalah besar plafon pembiayaan dan penentuan 

tarif ujrah berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka 

waktu dibawah 1 (satu) tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 (satu) tahun 

tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Tarif ujrah di 

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota ini juga terdapat yang 

berdasarkan metode flat dengan tarif 2,3, namun ini jarang digunakan.” 

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa perhitungan ujrah yang diminta oleh 

BMT UGT Sidogiiri cabang Malang kota didasarkan pada besar pembiayaan yang 

diberikan kepada anggota. Tarif yang digunakan ada 2 (dua), yaitu: (1) Tarif 

metode flat dengan tarif 2,3%, dimana ujrah yang akan dibayarkan oleh anggota 

akan tetap sama setiap kali mengangsur, (2) tarif metode efektif, dimana 

ditetapkan berdasarkan jangka waktu pinjaman yang telah disepakati antara BMT 

dan anggota, jika jangka waktu pembiayaan dibawah 1 (satu) tahun tarifnya yang 

digunakan oleh BMT adalah 2,5% dan jika diatas 1 (satu) tahun, maka tarifnya 

tarifnya 2,6%, dengan tarif metode efektif besar ujrah yang akan dibayarkan oleh 

anggota akan memiliki dua macam penurunan nilainya. Penjelasan tersebut 

didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala 
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Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 

pukul 11.15 WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Tarif yang digunakan dengan metode efektif tersebut ada penurunan 

ujrahnya yaitu dari periode ke periode selanjutnya akan semakin kecil, 

penurunan ujrah tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu: pertama jika 

pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka tiap 3 

(tiga) bulan akan turun. Kedua, jika di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah), maka penurun ujrahnya per bulan.” 

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan ujrah dengan 

metode efektif ada 2 (dua) yaitu per bulan dan 3 bulan sekali. Namun di BMT 

Sidogiri cabang Malang kota ujrah yang ditetapkan tidak bersifat akumulatif. 

Pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku 

Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 

2017 pukul 11.25 WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Di BMT UGT Sidogiri beda dengan bank, dimana tidak ada akumulatif 

ujrah, maksudnya jika anggota mampu membayar pinjaman dengan waktu 

satu bulan, walupun pada saat akad disepakati jangka waktu pelunasan 12 

(dua belas) bulan, maka ujrah yang dibayarkan hanya 1 (satu) bulan itu 

saja.” 

 

Penjelasan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak Zainullah selaku Account Officer Pembiayaan BMT UGT Sidogiri 

Malang kota pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.40 WIB, menyatakan 

bahwa: 

“ Ujrah disampaikan ke anggota, misalnya per bulan Rp.300.000,00 (tiga 

ratus ribu rupiah) dengan masa angsuran pembiayaan 12 (dua belas) 

bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamanannya dengan 

jarak waktu 10 (sepuluh) hari, maka ujrahnya yang diminta BMT, hanya 10 

(sepuluh) hari, yaitu cuma Rp.100.000,00 (seratus ribu).” 
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Penjelasan tentang perhitungan ujrah di BMT BMT Sidogiri cabang Malang 

kota atas transaksi pembiayaan rahn tasjily diatas, dapat disimpulkan dengan 

ilustrasi rumus dibawah ini, yaitu: 

Gambar 4.3 

Rumus Perhitungan Ujrah Pembiayaan Rahn Tasjily  

di BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota 

 

 

 

 

Keterangan: 

U   = Ujrah 

PP  = Plafon Pembiayaan 

TU =  Tarif Ujrah (2,3% atau 2,5%, 2,6%) 

Sumber: Data diolah 

 

 

4.1.8 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT Sidogiri 

Cabang Malang Kota. 

 

Pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily yang dilakukan oleh BMT kepada 

anggota merupakan suatu transaksi yang akan menimbulkan suatu kegiatan 

akuntansi, dimana terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

(perlakuan akuntansi) dari aktivitas pembiayaan tersebut. Pembiayaan rahn tasjily 

dalam prakteknya, anggota tetap mengusai barang jaminanannya dan pihak BMT 

hanya manerima surat berharga saja, karena pembiayaan tersebut didasarkan pada 

jaminan yang tidak bergerak, seperti tanah. 
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Jaminan yang dimiliki oleh anggota dan tetap pada pengusaannya, anggota 

hanya menyerahkan surat berharga atas harta yang dimiliki untuk memperoleh 

sejumlah pinjaman yang dibutuhkan, pihak BMT memiliki standar jumlah 

maksimum atas pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah) untuk pembiayaan di tingkat cabang (Hasil Wawancara dengan 

bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 10.20 WIB), 

karena sasaran pembiayaan yang di BMT merupakan kalangan mikro. 

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dalam praktek akuntansinya 

menggunakan komputerisasi, dimana setiap transaksi khususnya pembiyaan rahn 

tasjily secara otomatis terinput dengan otomatis ke komputer. Penjelasan tersebut 

berdasakan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 

28 Februari 2017 pukul 11.20 WIB, yaitu: 

“ Kalau akuntansi di BMT UGT Sidogiri csudah dengan komputer, jadi kita 

tinggal hasilnya saja dari tansaksi yang ada disini (BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota).” 

 

Namun secara perlakuan akuntansi (Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengukupan) BMT Sidogiri cabang Malang kota memiliki pedoman tersendiri, 

untuk lebih mudah dipahami, berikut penulis akan memperlihatkan proses 

pembiayaan rahn tasjily beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh 

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota 

4.1.8.1 Kasus Pembiayaan Rahn Tasjily dan Perlakuan Akuntansinya 

Bapak Huda berniat menjaminkan sepetak tanah yang dimilikinya ke BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota untuk keperluan pengembangan usaha toko 

sembakonya. Bapak Huda mengajukan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000, 00 
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(dua puluh juta rupiah) dengan lama angsuran 24 (dua puluh empat) bulan, setelah 

dilakukan survey dan kemudian analisis pembiayaan oleh account officer 

pembiyaan dan diusulkan ke kepala cabang, besar pembiayaan yang diterima 

sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kemudian jumlah tersebut 

ditawarkan ke bapak huda, dan bapak huda menerima. Oleh karena harta yang 

dijaminkan harta yang bersifat tidak bergerak, maka BMT menggunakan akad 

pembiayaan dengan akad rahn tasjily dan bapak Huda menyetujuinya. Kemudian 

bapak Huda hanya menyerahkan Sertifikat tanahnya saja dan tanah tetap dalam 

penguasaan bapak Huda. Pihak BMT meminta biaya penjagaan (Ujrah) atas 

sertifikat tanah tersebut sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu 

rupiah) untuk bulan pertama, dan pihak BMT memberitahukan kepada bapak 

Huda bahwa ujrah-nya akan kami turunkan setiap bulannya. Dalam 

merealisasikan transaksi pembiayaan tersebut ada biaya materai yang dibebankan 

kepada anggota sebagai legalitas surat akad dan perjanjian. Dalam penjagaannya 

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota membutuhkan sebuah map dan dokumen 

akad yang tersimpan jadi satu agar tidak tertukar dengan dokumen yang lain. 

Transaksi pembiayaan rahn tasjily di atas akan dijelaskan dalam perlakuan 

akuntansinya, yaitu sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan Pengukuran  

1. Pengakuan dan pengukuran pada saat serah terima sertifikat tanah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala 

Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.08 WIB, menyatakan bahwa: 

“ Kita hanya serah terima saja (sertifikat tanah), dengan tanda 

tangan dari pihak BMT dan anggota.”  
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Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa surat berharga tidak diakui 

oleh Pihak BMT,  karena secara kepemilikan harta masih dalam pihak 

anggota, maka tidak ada perlakuan akuntansi, dan BMT juga hanya 

menerima sertifikat atas tanahnya saja. 

2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Rahn Tasjily Dan Biaya-Biaya 

yang dibebankan Kepada Anggota Saat Pencairan. 

 

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota mengakui pembiayaan rahn 

tasjily pada saat pencairan yang diberikan kepada anggota sejumlah 

pinjaman (kas) yang sudah disepakati sebagai pinjaman akad jasa sesuai 

dengan nilai/jumlah yang diserahkan kepada anggota pada saat 

menyerahkan, misalnya seperti pada contoh kasus diatas sebesar Rp. 

15.000.000,00 yang diserahkan kepada anggota berikut jurnalnya: 

Jurnal pencairan pembiayaan rahn tasjily: 

Dr. Pinjaman akad jasa  Rp.15.000.000,00 

  Cr. Kas    Rp.15.000.000,00 

Dalam pencairan tidak ada biaya-biaya administrasi yang 

dibebankan kepada anggota kecuali materai, namun tidak diakui sebagai 

pendapatan administrasi oleh BMT UGT karena tidak termasuk sebagai 

biaya administrasi dalam pembiayaan rahn tasjily yang harus dibayar oleh 

anggota. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Junaidi Nur 

(Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.08 WIB, bahwa: 

“Di dalam transaksi pembiayaan rahn tasjily tidak ada biaya 

admintrasi, kecuali materai, itupun bukan biaya dalam 

melaksanakan pembiayaan rahn tasjliy, karena materai bisa dari 

anggota atau dari BMT anggota hanya mengganti uangnya saja. 
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Jadi di BMT tidak ada pendapatan dari administrasi yang diakui 

atas pembiayaan rahn tasjily.” 

 

Jadi materai yang digunakan dalam penandatangan akad tidak ada 

pengakuan pendapatan administrai oleh BMT UGT Sidogiri cabang 

malang kota.  

3. Pengakuan dan Pengukuran saat BMT menerima angsuran dari anggota 

yang terdiri dari pokok pinjaman dan pendapatan ujrah dari penjagaan 

sertifikat tanah anggota. 

 

Angsuran pokok pinjaman yang dibayarkan oleh anggota kepada 

BMT, oleh pihak BMT diakui sebagai pengurang pinjaman akad jasa setiap 

kali anggota membayar angsuran, dan  pada saat BMT menerima ujrah atas 

penjagaan sertifikat tanah milik anngota atas transaksi pembiayaan rahn 

tasjily. BMT mengakui pada saat jasa penjagaan sudah dilakukan sesuai 

dengan besar penerimaan ujrah (biaya penjagaan) dari anggota atas jasa 

yang diberikan sebagai pendapatan Ujrah akad jasa.  

Untuk lebih jelasnya berikut perhitungan angsuran yang harus 

dibayar oleh anggota dari kasus di atas dalam memperjelas penulis dalam 

manganalisa angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan pendapatan 

ujrah atas pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang 

kota, yaitu sebagai berikut: 

a. Ujrah yang diminta oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota 

untuk bulan pertama adalah sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan 

puluh ribu rupiah), perhitungan dari: 
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U = PP x TU 

Keterangan: 

U   = Ujrah 

PP  = Plafon Pembiayaan 

TU =  Tarif Ujrah (2,3% atau 2,5%, 2,6%) 

Perhitungan 

Ujrah = Plafon Pembiyaan x Tarif Ujrah 

Ujrah = Rp.15.000.000,00 x 2,6% 

Ujrah = Rp.390.000,00 

Tarif ujrah sebesar 2,6%, karena lama pembiayaan selama 24 (dua 

puluh empat) bulan atau di atas 1 (satu) tahun. 

b. Angsuran Pokok Pinjaman dihasilkan dari besar pinjaman dibagi 

dengan lama pinjaman yaitu: 

Angsuran pokok pinjaman = Rp.15.000.000,00/24 bulan 

Angsuran pokok pinjaman = Rp. 625.000,00 

c. Dari perhitungan ujrah di atas dapat diketahui bahwa metode yang 

digunakan adalah metode efektif sesuai dengan informasi yang 

diberikan pihak BMT kepada anggota bahwa ujrah akan turun setiap 

bulan pada contoh kasus di atas, karena pembiayaan lebih dari 

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

Tabel 4.1 berikut merupakan jadwal angsuran menggunakan metode 

efektif yang terdiri dari pokok pinjaman dan ujrah selama 24 (dua puluh 
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empat) bulan di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi 

pembiayaan rahn tasjily berdasarkan contoh kasus di atas: 

Tabel 4.1 

Jadwal Angsuran Metode Efektif (Pokok Pinjaman dan Ujrah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

Dari tabel diatas maka dapat dijadikan pendoman pencatatan oleh 

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota selama 24 (dua empat) bulan 

selama angsuran dilakukan oleh anggota setiap bulannya pada tabel 4.2, 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.2  

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan Ujrah) 
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Tabel 4.2  

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan Ujrah)  

(Lanjutan) 
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Tabel 4.2  

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan Ujrah)  

(Lanjutan) 
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Tabel 4.2  

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan Ujrah)  

(Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 
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Setelah anggota membayar angsuran sampai lunas, maka pihak BMT 

membuat surat serah terima sertifikat tanah untuk diserahkan kepada 

anggota yang awalnya diserahkan ke BMT. 

4. Pengakuan dan Pengukuran Biaya yang dikeluarkan atas Transaksi 

Pembiayaan Rahn Tasjily 

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala 

Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.38 WIB, menyatakan: 

“Bahkan di BMT sini (UGT Sidogiri cabang Malang kota) 

kebutuhan untuk map untuk menyimpan surat berharga dan 

dokumen akad yang menanggung pihak sini (BMT) kalau ditotal iya  

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya tersebut masuk ke biaya 

operasional dan kita akui sebagai biaya pada saat kita keluarkan.”  

 

Dari penjelasan tersebut BMT mengakui biaya yang berkaitan 

dengan kebutuhan dalam penjagaan sertifikat tanah diakui pada saat 

sebagai biaya operasional BMT pada bagian perlengkapan kantor sesuai 

besar pengeluarannya,. Dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal biaya atas pembiayaan rahn tasjily: 

Dr. Biaya operasional (Perlengkapan kantor)  Rp.10.000,00 

   Cr. Kas    Rp.10.000,00 

b. Penyajian dan pengungkapan  

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota selaku penyedia pinjaman 

menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas 

baik pada saat penyerahan kas ketika pencairan pembiayaan rahn tasjily 

maupun saat menerima pembayran angsuran (pokok pinjaman ditambah ujrah) 

dan mengungkapkannya pada penjelasan dari setiap laporan keuangan yang 

ada di BMT UGT Sidogiri. 
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Pembiayaan rahn tasjily yang diberikan kepada anggota, penerimaan 

pembayaran angsuran dari anggota, dan semua rekening yang berkaitan dengan 

transaksi pembiayaan ini disajikan dalam laporan keuangan BMT UGT sidogiri 

dan mengungkapkannya pada penjelasan dari setiap laporan keuangan yang 

ada di BMT UGT Sidogiri, yaitu sebagai berikut: 

1. Pencairan pembiayaan rahn tasjily dengan mengeluarkan sejumlah kas 

disajikan pada laporan neraca di sisi aktiva/harta dengan akun pinjaman 

akad jasa dan diungkapkan pada penjelasan neraca pada poin 3.4 (Pinjaman 

Akad Jasa) pada RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015. 

2. Pada saat menerima angsuran BMT terdiri atas pokok pinjaman dan 

pendapatan ujrah. Pembayaran atas pokok pinjaman sebagai pengurang dari 

pinjaman akad jasa yang disajikan di sisi aktiva/harta dalam laporan neraca 

dan diungkapkan pada penjelasan neraca pada poin 3.4 (Pinjaman Akad 

Jasa) pada RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015, dan 

3. Pendapatan ujrah disajikan sebesar jumlah yang diterima terpisah pada 

laporan perhitungan hasil usaha pada sisi pendapatan operasional dengan 

akun pendapatan ujrah akad jasa dan diungkapkan pada Laba rugi pada poin 

1.4 (Pendapatan Ujrah Akad Jasa) di RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015. 

4. Pada saat mengeluarkan biaya untuk map dan dokumen akad pebiayaan 

rahn tasjily disajikan pada laporan perhitungan hasil usaha di sisi biaya 

operasional dan usaha dengan akun perlengkapan kantor terpisah dengan 

pendapatan ujrah akad jasa, karena pendpatan ujrah akad jasa disajikan 

bruto (tidak dikurangi biaya tersebut) dan diungkapkan pada penjelasan laba 
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rugi pada poin 2.3 (Perlengkapan Kantor)  di RAT BMT UGT Sidogiri 

tahun 2015. 

 

4.1.9 Keabsahan Akad Dalam Pembiayaan Rahn Tasjily Berdasarkan Pelaksanaan 

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.  

 

Pada prakteknya terkait pembiayaan yang tedapat di BMT Sidogiri 

pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota pada 

khususnya memiliki pengawas syariah yang bertugas atau beraktifitas 

sebagai berikut (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015): 

1. Memberikan opini dan pengesahan hukum terhadap produk yang akan 

dikeluarkan oleh BMT dan perkembangan transaksi yang terjadi di 

lapangan 

2. Bekerjasama dengan perwakilan pengurusa dan direksi pengawasan 

penerapan akad 

3. Memberikan bimbingan dan pembinaan secara rutin kepada seluruh 

seluruh kerywan BMT UGT tentang ekonomi syariah dan aplikasinya 

dalam bentuk pengajian, seminar, bedah buku, dan sebagainya 

4. Melihat langsung pelaksanaan penerapan akad-akad syariah yang 

dilakukan oleh cabang/capem 

Berdasarkan hasil pengawasan atas pengawasan langsung ke 

cabang/capem yang dilakukan secara berkala dari sisi kepatuhan prinsip-

prinsip syariah dari produk-produk BMT UGT Sidogiri khususnya produk 

pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota sudah 

patuh 100% (seratus persen) sesuai prinsip-prinsip syariah, informasi 
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kepatuhan tersebut diperoleh dari laporan RAT BMT UGT Sidogiri tahun 

2015 dan yang bertindak sebagai pengawas syariah adalah KH. A. Fuad 

Noer Hasan. Hasil dari laporan RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015 

didukung oleh hasil  wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) 

tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan: 

“Pembiayaan rahn tasjily yaitu pembiayaan dimana anggota 

menggadaikan harta yang tidak bergerak untuk memperoleh 

pinjaman, namun anggota hanya menyerahkan surat berharga (Surat 

Bukti Kepemilikan Harta), seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, 

dll.” 

 

dan berdasarkan hasil  wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala 

Cabang) tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.15 WIB, menyatakan: 

“Berdasarkan dari kitab i‟anatuth tholibin menjelaskan ada 3 (tiga) 

perkara dalam pinjaman: pertama, jika pinjaman tersebut 

memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, maka rusak akad 

tersebut. Kedua, jika pinjaman tersebut memberikan manfaat kepada 

si peminjam, maka rusak pula akad tersebut, dan ketiga, jika 

pinjaman tersebut memperoleh jaminan, maka itulah yang benar. 

Adanya jaminan itulah yang akan dijaga oleh BMT  yang menjadi 

dasar ujrah tersebut dan ujrah yang ditetapkan dan diminta atas 

penjagaan surat berharga oleh BMT tidak boleh disampaikan 

berdasarkan plafon pembiayaan pada saat akad,” 

 

serta berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala 

Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 

2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT cabang Malang kota 

ada beberapa akad yang menjadi dasar, yaitu akad qardh saat kita 

memberi pinjaman, rahn tasjily sebagai dasar menahan surat 

berharga dan akad ijarah sebagai dasar ujrah atas penjagaan surat 

berharga.” 
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Pernyataan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa secara 

praktek pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang 

kota, adalah sebagai berikut: 

1. Anggota hanya menyerahkan surat berharga atas harta yang dimilki 

kepada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, dan harta tetap dalam 

penguasaan anggota. 

2. Biaya atas penjagaan yang dibebankan kepada anggota atau pendapatan 

yang akan diakui oleh BMT UGT BMT UGT Sidogiri cabang Malang 

kota tidak disampaikan berdasarkan plafon, namun langsung meminta 

langsung dengan besar nominal, dan 

3. Akad yang digunakan atas penjagaan didasarkan atas akad ijarah 

4. Jaminan bentuk surat berharga tersebut tidak memindahkan kepemilikan 

barang ke BMT 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT 

Sidogiri Cabang Malang Kota dengan PAPSI bagian VII dan PSAK 107 

 

Pembiayaan rahn tasjily yang terdiri dari beberapa akad termasuk akad 

qardh yang menjadi dasar meminjamkan sejumlah uang oleh BMT kepada 

anggota, maka dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan tersebut tidak cukup 

dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah saja sebagai dasar perlakuaan 

akuntansi  atas transaksi pembiayan rahn tasjily. Pernyataan tersebut didukung 

dengan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT 
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UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 

WIB, menyatakan sebagai berikut: 

“Dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT cabang Malang kota ada 

beberapa akad yang menjadi dasar, yaitu akad qardh saat kita memberi 

pinjaman.....” 

 

dari pernyataan tersebut, pembiayaan rahn tasjily yang dasar akadnya adalah 

akad qardh, untuk itu sebagai langkah alternatif dalam perlakuan akuntansinya 

sebagai alat analisis, maka perlu standar yang relevan untuk transaksi qardh 

dalam pembiayaan rahn tasjily.  

Standar yang relevan digunakan sebagai dasar analisis perlakuan 

akuntansi atas transaksi pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri Cabang 

Malang kota adalah Pedoman Akuntansi Pebankan Syariah (PAPSI) bagian VII 

Akad Pinjaman Qardh. Pedoman tersebut sebagai dasar perlakuan akuntansi 

yang mengatur secara khusus terkait akad qardh, karena pembiayaan rahn 

tasjily pada intinya terdapat akad dasar yaitu qardh, untuk lebih jelasnya 

berikut perlakuan akuntansinya: 

a. Pengakuan dan Pengukuran  

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota mengakui pembiayaan rahn 

tasjily pada saat pencairan yang diberikan kepada anggota sejumlah 

pinjaman (kas) yang sudah disepakati sebagai pinjaman akad jasa sesuai 

dengan nilai/jumlah yang diserahkan kepada anggota pada saat 

menyerahkan. Pengakuan atas sejumlah pinjaman yang diberikan oleh BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota kepada anggota sudah sesuai dengan 
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PAPSI bagian VII Akad Pinjaman Qardh poin D.1 nomer 2, yang 

menyatakan sebagai berikut: 

“Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 

terjadinya.” 

 

dan pada saat anggota melakukan pembayaran (angsuran) dan BMT 

menerima sejumlah kas, pihak BMT mengakui sebagai pengurang pinjaman 

akad jasa setiap kali anggota membayar angsuran. Berikut jurnal yang 

dilakukan oleh BMT: 

Jurnal pencairan pembiayaan rahn tasjily: 

Dr. Pinjaman akad jasa  Rp.15.000.000,00 

Cr. Kas    Rp.15.000.000,00 

Jurnal penerimaan pembayaran angsuran pokok pinjaman:  

Dr. Kas    Rp.625.000,00 

Cr. Pinjaman akad jasa  Rp.625.000,00 

 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Penyajian pada saat pencairan pembiayaan rahn tasjily oleh BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan mengeluarkan sejumlah kas 

disajikan pada laporan neraca di sisi aktiva/harta dengan akun pinjaman 

akad jasa. PAPSI bagian VII Akad Pinjaman Qardh poin D.2 nomer 1, 

menyatakan: 

“Pinjaman Qardh yang diberikan ke  pihak ketiga disajikan pada pos 

pinjaman Qardh.” 
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Berdasarkan penyajian yang dilakukan oleh BMT memeliki kesesuaian 

dengan penyajian yang diatur oleh PAPSI bagian VII Akad Pinjaman 

Qardh. 

Selanjutnya, pengungkapan yang dilakukan oleh pihak BMT terkait 

transaksi qardh dalam pembiayaan rahn tasjily yang terdapat pada akun 

pinjaman akad jasa yang dijelaskan pada penjelasan setiap akunnya, yaitu: 

 Pinjaman dengan menggunakanakad jasa jasa seperti rahn (gadai) 

dan akad multijasa yang dikeluarkan oleh BMT kepada anggota.” 

(RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). 

 

Sedangkan pengungkapan pada PAPSI bagian VII Akad Pinjaman Qardh 

poin F, menyatakan:  

“Rincian jumlah pinjaman Qardh berdasarkan sumber dana, jenis 

penggunaan dan sektor ekonomi. Jumlah pinjaman Qardh yang 

diberikan kepada pihak yang berelasi.” 

 

dalam hal pengungkapan yang dilakukan oleh BMT belum sesuai dengan 

PAPSI bagian VII Akad Pinjaman Qardh dalam transaksi pembiayaan rahn 

tasjily yang mengandug akad qardh.  

Setelah perlakuan akuntansi pembiayaan rahn tasjily di atas dengan akad 

rahn tasjily Sidogiri cabang Malang kota, penulis dapat menganalisa 

kesesuaiannya dengan PSAK 107 yang didasarkan atas akad ijarah pada 

pembiayaan rahn tasjily untuk mengetahui sesuai atau belum dengan standar 

tersebut. Adapun lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan Pengukuran  

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota yang memperoleh pendapatan 

atas penjagaan surat berharga dalam traksaksi pembiayaan rahn tasjily. 
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Pendapatan tersebut di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota diakui sebagai 

pendapatan Ujrah akad jasa pada saat jasa penjagaan sudah dilakukan, sebagai 

contoh untuk bulan pertama ujrah yang diminta BMT UGT Sidogiri cabang 

Malang kota sebesar Rp.390.000, maka ujrah akan diakui oleh pihak BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota pada saat sebulan telah terjadi (penjagaan 

sudah dilakukan setalah satu bulan) sesuai dengan penerimaan ujrah (biaya 

penjagaan) dari anggota, seperti pada jurnal berikut ini. 

Jurnal penerimaan pendapatan ujrah atas pembiayaan rahn tasjily: 

Dr. Kas     Rp.390.000,00 

  Cr. Pendapatan ujrah akad jasa  Rp.390.000,00 

pengakuan atas pendapatan ujrah akad jasa di BMT Sidogiri cabang Malang 

kota diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah paragraf 14 yang 

menyatakan: 

“Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset 

telah diserahkan kepada penyewa.” 

 

pengakuan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas pendapatan ujrah 

akad jasa diatas sejalan dengan pendapatan yang diakui oleh BMT UGT 

Sidogiri cabang Malang kota, dimana BMT mengakui pada saat jasa penjagaan 

sudah diberikan kepada anggota (penyewa jasa). Namun untuk biaya yang 

dikeluarkan BMT dan ditanggung oleh BMT atas pembiayan rahn tasjily. 

Biaya operasional pada pos perlengkapan untuk kebutuhan penjagaan 

surat berharga atas transaksi pembiayaan rahn tasjily, yang terdiri dari map dan 

dokumen akad di BMT diakui pada saat BMT mengeluarkan biaya yang 
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bersangkutan tersebut, sebagaimana PSAK 107 tentang akuntansi ijarah 

paragraf 16a, yaitu: 

”Pengakuan biaya perbaikan (biaya kebutuhan penjagaan) tidak rutin 

obyek ijarah diakui pada saat terjadinya.” 

 

Berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah paragraf 16a di atas 

menunjukkan kesesuai pengakuan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota atas biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan penjagaan 

yang dilakukan tidak rutin sesuai dengan saat terjadinya pengeluaran untuk 

kebutuhan tersebut, seperti jurnal dibawah ini: 

Jurnal biaya atas pembiayaan rahn tasjily 

Dr. Biaya operasional (Perlengkapan kantor)  Rp.10.000,00 

   Cr. Kas    Rp.10.000,00 

 

b. Penyajian dan Pengungkapan  

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi pembiayaan rahn 

tasjily dalam menyajikan pendapatan ujrah akad jasa (pendapatan sewa)secara 

bruto dalam perhitungan hasil usaha atau setara laba rugi. Penyajian atas 

pendapatan sewa diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah paragraf 31, 

yaitu: 

“Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang 

terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, 

dan sebagainya.”  

 

Pernyatan tersebut menunjukkan ketidak sesuai praktek penyajian atas 

pendapatan ujrah akad jasa (pendapatan sewa) pada BMT UGT Sidogiri 

cabang Malang kota, karena biaya  untuk kebutuhan penjagaan atas surat 
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berharga (map dan dokumen akad) disajikan tersendiri oleh BMT UGT 

Sidogiri cabang Malang kota dengan akun biaya operasional pada bagian 

perlengkapan.   

Kemudian, dalam pengungkapan atas transaksi pembiayaan rahn tasjily 

dengan dasar akad ijarah sebagai dasar pengambilan pendapatan ijarah akad 

jasa (pendapatan sewa) dan biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan surat 

berharga (map dan dokumen akad) BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota 

diungkapkan seperti berikut ini: 

“pendapatan ujrah akad jasa adalah pendapatan diperoleh dari 

ujrah/upah akad jasa seperti rahn, ijarah, dan Qord.” (RAT BMT UGT 

Sidogiri, 2015),dan 

 

“Biaya operasional (perlengkapan kantor) adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk biaya-biaya perlengkapan kantor dan Alat Tulis 

Kantor (ATK).” (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). 

 

pengungkapan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri atas tramsaksi 

pembiayan rahn tasjily yang menimbulkan akad ijarah dengan PSAK 107 yang 

mengatur tentang perlakuan khusunya dalam pengungkapan tidak sesuai, 

karena obyek yang disewakan berbeda antara praktek pengungkapan di BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi pembiayaan rahn tasjily yang 

menimbulakn akad ijrah dengan PSAK 107 tentang ijarah paragraf 32, yaitu: 

“Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi 

ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a) 

penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak 

terbatas pada:(i) keberadaan wa‟d pengalihan kepemilikan dan 

mekanisme yang digunakan (jika ada wa‟d pengalihan kepemilikan);(ii) 

pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;(iii) agunan yang 

digunakan (jika ada); (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau 

amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah; (c) keberadaan transaksi 

jual-dan-ijarah (jika ada).”  

 

Maka dapat antara persepektif BMT dan PSAK dalam hal penyajian dan 

pengungkapan atas transaksi pembaiayan rahn tasjily yang menimbulkan akad 



111 
 

 

ijarah belum sesuai, dengan analisis perbedaan obyek dalam akad ijarah sendiri 

dalam PSAK 107 dan praktek yang ada pada BMT UGT Sidogiri. 

 

Berikut ini adalah tabel tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayan 

rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan standar yang 

berkaitan terhadapar transaksi tersebut: 

Tabel 4.3 

Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayan Rahn Tasjily di BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan Standar Akuntansi yang Mengacu 

Pada Kebiasaan yang diterima Umum 

Keterangan  Perlakuan Akuntansi BMT 
Tingkat 

Kesesuaian 

Pengakuan dan Pengukuran: 

Pendapatan sewa selama masa 

akad diakui pada saat manfaat atas 

aset telah diserahkan kepada 

penyewa (PSAK 107) 

Pendapatan ujrah 

(pendapatan sewa) diakui 

setelah penjagaan atas surat 

berharga sudah dilakukan 

  

Sesuai 

 

Pengakuan biaya perbaikan (biaya 

kebutuhan penjagaan) tidak rutin 

obyek ijarah diakui pada saat 

terjadinya 

(PSAK 107) 

Biaya kebutuhan penjagaan 

diakui saat biaya tersebut 

dikeluarkan (terjadi) 

 

 Sesuai 

 

 

Pinjaman Qardh diakui sebesar 

jumlah yang dipinjamkan pada 

saat terjadinya  (PAPSI) 

 Pinjaman yang diberikan 

diakui pada saat penyerhan 

kepada anggota (saat terjadi) Sesuai 

Penyajian: 

Pendapatan ijarah disajikan secara 

neto setelah dikurangi beban yang 

terkait, misalnya beban 

penyusutan, beban pemeliharaan 

dan perbaikan, dan sebagainya 

(PSAK 107 Par 31) 

 

Pendapatan ujrah disajikan 

bruto dan terpisah dengan 

biaya kebutuhan penjagaan 

yang masuk dalam pos biaya 

operasional 

 

 

Belum 

Sesuai 

 

 

 



112 
 

 

Tabel 4.3 

Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayan Rahn Tasjily di BMT 

UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan Standar Akuntansi yang 

Mengacu Pada Kebiasaan yang diterima Umum (Lanjutan) 

Pinjaman Qardh yang diberikan ke  

pihak ketiga disajikan pada pos  

pinjaman Qardh (PAPSI bagian 

VII ) 

Pinjaman yang diberikan 

kepada anggota disajikan 

pada pos pinjaman akad jasa 

 

Sesuai 

 

Pengungkapan: 

 Pemilik mengungkapkan dalam 

laporan keuangan terkait transaksi 

ijarah dan ijarah muntahiyah 

bittamlik, tetapi tidak terbatas, 

pada: (a) penjelasan umum isi 

akad yang signifikan... (PSAK 

107) 

 Mengungkapkan asal 

pendapatan ujrah dan rincian 

biaya dalam biaya 

operasional 

 

 

 

Belum 

sesuai 

 

 

 

Rincian jumlah pinjaman Qardh 

berdasarkan sumber dana, jenis 

penggunaan dan sektor ekonomi. 

Jumlah pinjaman Qardh yang 

diberikan kepada pihak yang 

berelasi (PAPSI bagian VII) 

 Mengungkapkan penjelasan 

tentang pinjaman akad jasa 

 

 

 

Belum 

sesuai 

 

 

 

 

 

4.2.2 Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT Sidogiri 

Cabang Malang Kota Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 68 tahun 2008 

 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik 

pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan 

landasan pada Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 

Tentang Rahn Tasjily. Menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nasional NO: 

68/DSN-MUI/III2008 Tentang rahn tasjily menyatakan bahwa pinjaman dengan 
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menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn tasjily 

dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin; 

b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 

sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan 

apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat 

dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain 

sesuai prinsip syariah; 

c. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang 

tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya; 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai 

kesepakatan;  

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh 

rahin;  

f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan; 

g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada 

pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah. 

Pada Prakteknya di BMT Sidogiri cabang Malang kota menunjukkan 

kesamaan dengan fatwa  Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008, 

antara lain: 1) jaminan yang diminta adalah surat berharga (sertifkat tanah, dll), 2) 

besar biaya penjagaan (sewa tempat) tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman 
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yang disampaikan pada saat akad terjadi dengan menyampaikan besar nominal 

ujrah yang harus dibayar oleh anggota, 3) pengambialn Ujrah didasarkan pada 

akad ijarah, dan 4) jaminan bentuk surat berharga tersebut tidak memindahkan 

kepemilikan barang ke BMT. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.43 

WIB, menyatakan bahwa:  

“Apabila terjadi tidak mampu bayar oleh anggota, kita menggunakan 

sistem kekeluargaan, ditanya enaknya seperti apa dari pembiayaan ini, apa 

dijual barang tersebut.,Jika anggota bersedia, dia bisa menjual sendiri atau 

kita yang membantu menjualkan .........” 

 

Jadi, secara praktek pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Sidogiri yang 

sudah diawasi oleh pengawas syariah internal yang bertugas memantau kepatuhan 

dari prinsip-prinsip syariah dari setiap produk yang ditawarkan serta dilihat dari 

prakteknya sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 68/DSN-

MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat 

diperoleh kesimpulan antara lain:  

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan rahn tasjily pada BMT UGT Sidogiri cabang 

Malang kota berdasarkan PAPSI bagian VII tentang akad pinjaman qardh dan 

PSAK 107 tentang akuntasi ijarah, meliputi uraian berikut ini: 

a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan rahn tasjily pada setiap transaksi 

yang dilakukan, yaitu: 1) Pada saat pencairan pinjaman kepada anggota, 

pengakuan tersebut sudah sesuai dengan PAPSI bagian VII  Pinjaman 

Qardh Akad Pinjaman Qardh poin D.1 nomer 2 yang menyatakan, 

pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 

terjadinya. 2) Pengakuan pendapatan ujrah (pendapatan sewa) pada saat 

manfaat atas jasa penjagaan sudah diberikan, hal tersebut telah sesuai 

dengan  PSAK 107 tentang akuntansi ijarah paragraf 14 yang menyatakan, 

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah 

diserahkan kepada penyewa. 3) Pada saat mengeluarkan kebutuhan untuk 

penjagaan (biaya) mengakui pada saat kebutuhan tersebut dikeluarkan/pada 

saat terjadi, hal tesebut sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah
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paragraf 16a yang menyatakan, pengakuan biaya perbaikan (biaya 

kebutuhan penjagaan) tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat 

terjadinya. 

b. Penyajian pembiayaan rahn tasjily belum menunjukkan kesesuain dengan 

PSAK 107 dalam menyajikan pendapatan ijarah, dan sudah sesuai dengan 

PAPSI bagian VII dalam menyajikan pinjaman berbasis akad dasar yaitu 

qardh. Namun dalam pengungkapan belum ada kesesuaian dengan PSAK 

107 dan PAPSI bagian VII dari transaksi akad ijarah dan akad qardh 

2. Kesesuaian transaksi pembiayaan rahn tasjily pada BMT UGT Sidogiri cabang 

Malang kota dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No. 68/DSN-MUI/III/2008 sudah sesuai dengan kriteria praktek yang 

dilakukan oleh BMT, antara lain: 1) Jaminan berupa surat berharga (sertifkat 

tanah, dll), 2) Besar biaya penjagaan (sewa tempat) tidak dikaitkan dengan 

jumlah pinjaman yang disampaikan pada saat akad terjadi dengan 

menyampaikan besar nominal ujrah yang harus dibayar oleh anggota, dan 3) 

dasar pengambilan ujrah didasarkan pada akad ijarah. 4) jaminan bentuk surat 

berharga tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke BMT 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan rahn tasjily pada lembaga keuangan syariah 

khususnya pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT), standar akuntansi masih 
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bersifat mengacu kepada standar kebiasaan yang diterima secara umum  bukan 

standar akuntansi yang secara khusus mengaturnya sebagai pedoman perlakuan 

akuntansi dalam transaksi tersebut, namun diharapkan BMT tetap 

melaksanakan sesuai dengan standar yang ada, karena untuk mencapai 

akuntanbilitas dari transaksi tersebut 

2. BMT UGT Sidogiri kedepannya harus lebih baik, dalam menjalankan aktivitas 

akuntansinya 

3. Untuk pembuat standar akuntansi dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia 

kedepannya diharapkan dapat membuat standar akuntansi (PSAK) yang lebih 

khusus dalam mengatur transaksi pembiayaan rahn tasjily 

4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih detail dalam membahas perlakuan 

akuntansi pembiayaan rahn tasjily dengan mengacu kepada standar yang lebih 

khusus jika ada, dan apabila belum ada, maka tetap mengacu pada standar 

akunatnsi kebiasaan yang diterima secara umum dengan standar yang terbaru.
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AKAD RAHN TASJILY 

Nomor :145/77.006996.01/Kop.UGT/253/II/2017 

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal 27 

Februari 2017, bertempat di KSPS BMT UGT Cabang Malang Kota, kami 

yang bertandatangan di bawah ini : 

I. Nama  : ACHMAD JUNAIDI NUR 

 Pekerjaan : Kepala Capem 

 Alamat   : Jl. Kebalen Wetan No I RT 01 RW 04 Malang 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem KSPS BMT 

UGT Cabang Malang Kota, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

II. Nama  :  

 Pekerjaan :  

 No KTP :  

 Alamat :  

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk 

melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari 

DARIASIH  selaku Istri  sesuai lampiran surat persetujuan suami / 

istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam 

Perjanjian Rahn Tasjily dengan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Pengertian 

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi 

barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) anggota (Rahin) dan bukti kepemilikannya diserahkan 

kepada BMT (murtahin).dan BMT sebagai murtahin boleh meminta 

ujrah/biaya penitipan. 

 

Pasal 2 

Transaksi Rahn (GADAI) 

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

Paraf 

Anggota BMT 
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a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK 

PERTAMA barang berupa(.....): 

yang selanjutnya disebut BARANG. 

b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Barang tersebut adalah hak 

milik ..... sebagaimana terlampir di surat pernyataan 

kepemilikan. 

c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima bukti sah 

kepemilikan (SERTIFIKAT) dari PIHAK KEDUA. 

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar 

Rp.......................... dimana merupakan uang Rahn BARANG 

tersebut diatas. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku 

sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn BARANG termaksud. 

3. PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan SERTIPIKAT sebesar  Rp 

........................... setiap Hari / Pekan / bulan selama 

jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan 

Perjanjian Rahn ini.  

 

Pasal 3 

Jangka Waktu 

1. Akad Rahn ini diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan 

terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 

27 Februari 2018. (jatuh tempo). 

2. Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri 

maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka 

waktu Rahn berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib 

melunasi sisa uang Rahn dan biaya penitipan. 

3. Berakhirnya jangka waktu rahn sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas jika 

PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata. 

 

Pasal 4 

Sistem Pembayaran 

1. PIHAK KEDUA mengaku telah menerima uang Rahn barang dari PIHAK 

PERTAMA dan telah mempunyai hutang biaya penitipan  kepada 

PIHAK PERTAMA sebagaimana  ditetapkan  pada pasal  2 ayat 2 dan  

.                                              .              
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3, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA. 

2. Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan harus dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA dengan cara angsuran sebagaimana jadwal angsuran 

terlampir. 

3. Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan dilakukan sebagaiman 

jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo 

atau sampai dengan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK 

KEDUA dinyatakan lunas. 

4. Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka 

pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

5. Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi uang rahn dan biaya 

penitipan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak 

kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA. 

6. Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang uang rahn dan biaya 

penitipan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan 

dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan 

atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK 

KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet 

rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang uang rahn 

dan biaya penitipan. 

 

Pasal 5 

Agunan atau Jaminan 

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau 

jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa ; ........................  

Selanjutnya disebut Jaminan. 

2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 

............................... dan PIHAK KEDUA dengan ini 

menyatakan persetujuannya. 

3. Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang uang rahn dan 

biaya penitipan PIHAK KEDUA sebesar Rp... (....) 

4. PIHAK KEDUA menyatakan Bahwa jaminan tersebut tidak sedang 

dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan 

hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa. 
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5. Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah 

tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan 

SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

6. Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa 

nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban 

membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, 

atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara 

sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat 

menutup hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada 

PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 6 

Pemeliharaan barang jaminan 

1. Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan 

dan atau kehilangan selama hutang ujrah sewa belum lunas dan 

PIHAK PERTAMA  berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi 

jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran 

nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan 

melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan 

tuntutan apapun baik perdata maupun pidana. 

2. Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA 

harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA. 

3. Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi 

barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi 

tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

4. Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan 

pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau 

pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang uang 

rahn dan biaya penitipan pada PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 7 

Cidera Janji 

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu 

apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: 
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1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 

(tiga) kali berturut-turut atau berselang. 

1. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran 

pelunasan. 

2. Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

pasal 5. 

3. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-

ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata 

menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 8 

Force Majeur 

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, 

huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, 

maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang 

lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan 

sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang uang rahn dan biaya 

penitipan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus. 

 

Pasal 9 

Kuasa dan Eksekusi 

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana 

dimaksud pasal Tujuh (7)perjanjian ini , maka PIHAK PERTAMA 

diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau 

menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan 

PIHAK KEDUA  wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam 

keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK 

PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan 

hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK 

PERTAMA. 

2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil 

alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan 

bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk 

memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena 

terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan 
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pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan 

pailit atau tidak mampu membayar. 

3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA 

berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk 

melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan 

sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak 

independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. 

4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh 

kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-

biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila 

terdapat kelebihan,maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk 

menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA. 

5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar 

seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA, maka 

PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang uang rahn dan 

biaya penitipan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya 

dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK 

KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan 

cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain 

tersebut untuk membayar sisa hutang uang rahn dan biaya 

penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 10 

Larangan dan Sanksi 

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, 

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan 

yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian pada PIHAK PERTAMA. 

2. Selama perjanjian hutang uang rahn dan biaya penitipan belum 

berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan 

(menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan atau 

menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan 

kepada pihak lain. 

3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan 

perbuatan tindak pidana. 
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4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 

ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan 

PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutang uang rahn 

dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 11 

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali 

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada 

PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul 

perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat 

tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan 

juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan 

pasal 1813 KUHPerdata hingga hutang uang rahn dan biaya penitipan 

dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut 

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 

ini. 

 

Pasal 12 

Penyelesaian Perselisihan 

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, 

maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan 

dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak. 

2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat 

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan 

Negeri setempat. 

 

Pasal 13 

KETENTUAN TAMBAHAN 

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan 

diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta 

atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini. 

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 

(dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai 

kekuatan hukum yang sama. 
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Disetujui dan disepakati oleh : 

 PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

 KSPS BMT UGT Cabang Malang Kota,  

 

  

  Meterai 6000 

 

 ACHMAD JUNAIDI NUR  

 Kepala Capem Debitur 

   

 

 

  SAKSI-SAKSI 

   

 

 

 

 .................... ................... 

 Saksi PIHAK PERTAMA Istri 

 

 

 

 

 ..................... ...................... 

 Saksi PIHAK PERTAMA Saksi PIHAK KEDUA 
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